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GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA ZONASI■ ЛLAYAH PESISIR DAN PULAU‐ PULAU KECIL

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang bahwa untuk melaksanak€rn ketentuan Pasal 9 ayat

(5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan

Pulau-Fulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2Ol7-2O37;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraMengirgat

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958

tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat

I BaIi, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara

Timur (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (l-embaran Negara Republik

indonesia Tahun 2OO7 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

47251; V
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4. Undang-Undang Nomor 27   Tahun   2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO7 Nomor B4, Tambahan l,embaran

Negara Repubiik indonesia Nomor 47 39]l

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2OO7 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OOg

tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (trmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s059);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 201i tentang

Informasi Geospasial (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1

tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-

undangar (t embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2Ol4 tentang

Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 52341;1t
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan lrmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4833) sebaga imana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional (Iembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 77,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041 ;

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 20 10

tentang Penyeienggaraan Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2OlO

tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat

dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun

2OlO Nomor 118, Tambahan l,embaga Negara

Nomor 5160); 1,-
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013

tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5393);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016

tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian

Lingkungan Hidup Strategis (I",embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5941);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun

2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam

Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1077);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik lndonesia Tahun

2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2016 tentang Tata Cara Evaluasi Raperda tentang

Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);

18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan

Pengeiolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 1138);

Dengan PersetuJuan Berrama

DEWAIT PERWAIflLAN RAKYAT DAERAII

PROVINSI NUSA TEIY(X}ARA TIMUR

dan

GUBERITUR I{USA TEI{GGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : pERATTRAII DAERAII TENTANG RTNCANA ZONASI
UILAYAH PESISIR DAN PULAU-PT'LAU KECIL
PROVIISI ITUSA TEI{GGARA TIMT'R TAIIT'N 2017-
2037.nz



BAB I
XBTEI|TUAN UMTIM

Baglan Kesatu

Batasan Perrgertian dan Dellnlsl

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur'

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.

6. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW

adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang

selanjutnya disingkat PWP-3-K adalah suatu pengoordinasian

perencanan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya

pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta alrltara

ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat.

8. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan

pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.

g. wilayah adalah ruang yarg merupakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan Aspek Administratif dan /atau Aspek Fungsional'

10. wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan

laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut'

11. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan

2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistemnya'

12. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan

meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis

pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau,

estuari, teluk. perairan dangkal, rawa, payau, dan laguna.r7
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Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (WP3K) adalah

sumber daya hayati, sumber daya non-hayati, sumber daya buatan,
jasa lingkungan dan energi gelombang laut yang terdapat di wilayah

pesisir.

Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

yang selanjutnya disingkat RPWP-3-K adalah rencana yang memuat

susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab

dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara

berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan

penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang

ditetapkan.

15. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang

selanjutnya disingkat RZWP-3-K Provinsi adalah Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 201,7-2037.

L7.

Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang

memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria

karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan

keberadaannya.

Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara

berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status

hukumnya.

Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan,

hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang

menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan

produktivitas.

Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagran dari wilayah pesisir

yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.

Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

yang selanjutnya disebut Kawasan Konservasi adalah kawasan pesisir

dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk
mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara

berkelanjutan.

Kawasan Strategis Nasional Tertentu selanjutnya disingkat KSNT

adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan Negara,

pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang

pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.

Alur Laut adalah perairan yang dimanfaatkan, antara lain untuk
alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.1z
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23. Alur Pelayaran adalah ruang perairan yang dari segi kedalaman,

lebar, dan bebas hambatan dianggap aman dan selamat untuk
pelayaran.

24. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara,

membesarkan, dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya

dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang

menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,

mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.

25. Zona Perikanan Budidaya adalah ruang yang penggunaannya

disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah

ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/ atau usaha

pemeliharaan dan pembesaran komoditas ikan.

26. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan

yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara

apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menargani, mengolah

dan / atau mengawetkannya.

27. Zona Perikaran Tangkap adalah ruang wilayah laut yalg dialokasikan

untuk kegiatan penangkapan ikan.

28. Pelabuhan adalah pelabuhan yang terdapat di Nusa Tenggara Timur.

29. Zona Pelabuhan adalah ruang yang terdiri atas daratan dan/atau

perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan

pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai

tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar

muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang

dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan

kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan

intra dan antar moda transportasi.

30. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan

pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran,

keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau

barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahal

intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional

dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. 17
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31. Wilayah Ke{a dan Wilayah Pengoperasion Pelabuhan Perikanan

selanjutnya disingkat WKOPP adalah segala sesuatu yang berkaitan

dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan dalam menunjang

kelancaran, keamanan dan keselamatal operasional kapal

perikanan,serta merupakan pusatpertumbuhan perekonomian

nasional dan daerah yang terkait dengan kegiatan perikanan

dengan tetap mempertimbangkan tata ruang wilayah.

Daerah Lingkungan Ke{a yang selanjutnya disingkat DLIft adalah

wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus

yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.

Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp

adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan

pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan

kegiatan pertambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di

Nusa Tenggara Timur.

7-ona Pertambangan merupakan ruang yang penggunaannya disepakati

bersama anta-ra berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan

status hukumnya untuk kegiatan pertambangan.

Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah

kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung

perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya

disebut rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi

ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat

berbeda dari kondisi semula.

Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dalam

rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut

lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan

lahan atau drainase.

Mitigasi Bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik

secara struktur atau lisik melalui pembangunar fisik alami dan/atau

buatan maupun nonstruktur atau nonlisik melaiui peningkatan

kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil.

Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat hukum

adat, masyarakat Iokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di

wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil..r,-
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41

42

43

44

45.

Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata

kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima

sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya

bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang

masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan

penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu

yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum

laut internasional.

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan,

atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu

menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya

pesisir dan pulau-pulau kecil secara lestari.

Laporan/Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan

oleh seseorang kepada Pengawas PWP3K tentang telah atau sedang

atau diduga akan terjadinya perusakan / pelanggaran di bidang PWP3K.

Pencemaran Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah masuknya

atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen

lain ke dalam lingkungan pesisir dan puiau-pulau kecil akibat adaaya

kegiatan setiap orang sehingga kualitas pesisir dan pulau-pulau kecil

turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir

dan pulau-pulau kecil tidak dapat berfungsi sesuai dengan

peruntukannya.

Perusakan adalah tindakan setiap orang yang menimbulkan perubahan

langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau

hayati WP3K yang memenuhi kriteria kerusakan di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil.

47. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok

kecil Masyarakat untuk berlindak mewakili Masyarakat dalam

jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan

kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.

48. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur

tentang persyaratan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau

kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk

setiap ",ofla dan pemanfaatannya.

49. Setiap Orang adalah or€rng perseorangan dan/atau korporasi, baik yang

berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.y'
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52.

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang

dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan

kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas

keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-

pulau kecil secara menetap.

Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan

pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau

kecil.

Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah

upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau Kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan,

ketersediaan dan kesinambungan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau

Kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan

keanekaragamannya.

Baglan Kedua

Ruang Ltngkup dan Asas RZWP-3-K

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K Provinsi meliputi:

a. wilayah yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau

perairan kepulauan paling jauh 12 (dua belas) mil; dan

b. pengelolaan sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas)

mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke

arah perairan kepulauan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a. jangka waktu, kedudukan, fungsi dan tujuan RZWP-3-K;

b. kebijakan dan strategi rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil;

c. rencana alokasi ruang WP3K;

d. ketentuan pemanfaatal ruang RZWP-3-K;

e. arahan pemanfaatan ruang RZWP-3-K;

f. pengawasan dan pengendalian;

g. reklamasi;

h. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat; dan

i. mitigasi dan bencana. r,-

51.
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Pasal 4

RZWP-3-K berasaskan:

a. kemanfaatan;

b. keberlanjutan;

c. konsistensi;

d. keterpaduan;

e. kepastian hukum;

f. kemitraan;

g. pemerataan;

h. peran serta masyarakat;

i. keterbukaan;

j. desentralisasi;

k. akuntabilitas; dan

l. keadilan.

BAB II

.IANGI{A WAI(TU, FUNGSI DAIT TU.IUAN RZWP-3-K

B,glan Kesatu

.Iangka Waktu

Pasal 5

(1) Jangka waktu RZWP-3-K Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun.

(2) RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat

ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah dapat dilakukan kurang dari 5

(lima) tahun apabila terjadi:

a. perubahan kebijaJ<an nasional yang ditetapkan sesuai dengan

ketefl tuan peraturan perundang-undangan;

b. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan;

c. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan

Undang- Undang; dan

d. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan

Undang- Undang.

l4l Mekanisme Peninjauan kembali RZWP-3-K daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaksanalan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan. 1,-



Bagian Kedua

Fungsi― P_3‐K

Pasa1 6

Fungsi RZWP-3-K antara ldn:

a.  sebagai  bahan  pertimbangan  dalaFn  penyusunan  Rencana

Pembangunan」arlgka Menengah Daerah(RPJMD);

b.  sebaga■ acuan dalaltn pewusunan RPWP 3-K dan RAPWP-3‐ K;

c   sebatt instrumen penataan ruang di perairan laut, wilayah

pesisir dan pulau― pulau kecil;

d   membe五 kan  kekuatan  hukum  terhadap  alokasi  ruang  di

perairan laut,、、■16りah pesisir dan pulau― pulau kecil;

e.  untuk membenkan rekomendasi dalatn pembenan perlzinan di

perairan laut,wilayah pesisir dan pulau― pulau kecil;

i   sebagai acuan dalaln ruJukan konnik di perairan laut, 、、■layah

pesisir dan pulau― pulau kecil;

g.  sebagal acuan dalam pemanfaatan ruang di perdran laut, ¬ilttah

pesistt dan pulau― pulau lecil;dan

h  sebagal acuan untuk mewttudkan keseimbangan pembangunan di

WP3K

Bagian Ketlga

TuJuan

―
‐3‐K

Pasa1 7

劉 uan RZWP-3-K adalah scbagal dasar dalam penetapan Alokasi Ruang,

arahah pёm狙btan ruang dan aturan pё 血anfaatan ruaig wP3K.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI RENCANA ZONASI MLAYAH PESISIR

DAN PULAU‐ PULAU KECIL

Bagian Kesatu

Umum

Pasa1 8

KeblJakan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau―Pulau Kecil meliputi

a konservasi,  rehabilitasi,  dan  meningkatkan  kualitas  lingkungan

pёsisir dan pulau― pulau kedil;

b peningkatan kesttahteraan sosial ma,yarakat pesisir;Y

う
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c. pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut secara

optimal, berkelanjutan dan berkeadilan; dan

d. penguatan kelembagaan, penyusunan rencana pengelolaan, dan

perangkat pengaturan pemalfaatan potensi sumber daya wilayah

pesisir terpadu dan berkeianj utan.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 9

Untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 disusun strategi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

yang meliputi:

a. kebijakan konservasi, rehabilitasi, dan meningkatkan kualitas

lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan strategl meliputi :

1. peningkatan pengelolaan ekosistem pesisir;

2. mengurangi ancaman kerusakan ekosistem pesisir;

3. mengurangi ancaman pencemaran wilayah pesisir;

4. penanganan kerusakan ekosistem pesisir (abrasi, sedimentasi,

banjir dan intrusi air laut);

5. pemanfaatan ekosistem pesisir yang sesuai dengan daya dukung

lahan; dan

6. peningkatan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan

sumberdaya pesisir yang ramah lingkungan.

b. kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat pesisir,

dengan strategi meliputi:

1. penurunan jumlah masyarakat pesisir yang miskin;

2. pemberdayaan masyarakat desa pesisir;

3. penurunan angka pengangguran masyarakat pesisir dan perbaikan

iklim ketenagakerjaan di wilayah pesisir;

4. peningkatan kualitas pendidikan masyarakat pesisir;

5. peningkatan derajat kesehatan masyarakat pesisir;

6. pemberdayaan koperasi nelayan dan usaha kecil, mikro dan

menengah;

7. pemberdayaan perempuan dan perlindungan terhadap anak; dan

8. pengembangan keluarga kecil berkualitas di wilayah pesisir.

c. kebijakan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir dan laut secara

optimal, berkelanjutan dan berkeadilan, dengan strategi meliputi: rr
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1. pembangunan ekonomi berbasis bahari yang berwawasan
iingkungan;

2. peningkatan investasi dan perdagangan, baik investasi dalam sektor

primer, sekunder dan tersier;

3. peningkatan daya tahan dan daya saing dunia usaha, serta

tumbuhnya wirausaha baru terutama usaha kecil menengah;

4. peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah pesisir

pendukung investasi; dan

5. peningkatan daya saing pariwisata pesisir.

d. kebijakan penguatan kelembagaan, penyusunan rencana

pengelolaan, dan perangkat pengaturan pemanfaatan potensi sumber

daya wilayah pesisir terpadu dan berkelanjutan, dengan strategi

meliputi:

1. peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi dalam rangka

otonomi daerah, melalui perencanaan pembangunan wilayah pesisir

yang komprehensif;

2. peningkatan penerapan dan penegakan hukum dan aturan

dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

3. penataan ruang sesuai daya dukung lahan;

4. pengembangan media informasi dan komunikasi untuk

kepentingan masyarakat Provinsi NTT secara bebas dan

bertanggungiawab;

5. peningkatan pelayanan publik yang menjangkau seluruh

lapisan masyarakat pesisir; dan

6. peningkatan pelaksanaan pembangunan partisipatif yang

merupakan salah satu wujud parLisipasi masyarakat dalam

pembangunan daerah.

Pasal 1O

Indikasi Program RZWP-3-K Provinsi NTT Tahun 2Ol7-2O37 adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. r/
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BABV

RTNCANA ALOKAETI RUANG WPSK

Baglan llesatu

Umum

Pasal 11

(1) Rencana alokasi ruang WP3K, meliputi:

a. Kawasan Pemanfaatan Umum;

b. Kawasan Konservasi;

c. Alur Laut; dan

d. Kawasan Strategis Nasional Tertentu.

(2) I(awasan Pemanfaatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri dari:

a. zr:rna perikanan budidaya;

b. z,ona perikalan tangkap;

c. zona pelabuhan;

d. znna pariwisata; dan

e. zona pertambangan;

(3) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)

huruf b, meliputi semua kawasan konservasi yang telah ditetapkan,

kawasan yang masih dalam status pencadangan dan daerah yang

direncanakan untuk ditetapkan sebagai kawasan konservasi yang

mempunyai nilai konservasi yang tinggi dan dapat dljadikan

sebagai rujukan sebagai kawasan konservasi perairan yang baru di

kemudian hari.

(4) Alur [a.ut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Alur

Lintas Kepulauan Indonesia, Alur Pelayaran, Pipa/ Kabel Bawah Laut

dan migrasi biota laut.

(5) Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksudkan pada

ayat (1) hurufd, terdiri atas:

a. pulau-pulau kecil terluar yang terdiri atas:

1. Pulau Alor di Kabupaten Alor;

2. Pulau Batek di Kabupaten Kupang;

3. Pulau Rote di Kabupaten Rote Ndao;

4. Pulau Ndana di Kabupaten Rote Ndao;

5. Pulau Sabu di Kabupaten Sabu Raijua;

6. Pulau Dana di Kabupaten Sabu Raijua; dan

7. Pulau Mengudu di Kabupaten Sumba Timur; ..,r-
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(6)

b. situs warisan dunia yakni Taman Nasional Komodo; dan

c. kawasan penting untuk pengendalian lingkungan hidup yakni

Taman Nasional Perairan Laut Sawu.

Selain kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat

(5), Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Rote Ndao juga termasuk

lokasi sentra kelautan dan perikanan terpadu yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) ditetapkan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

Rencana alokasi ruang RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dibuat dalam peta dengan skala 1:250.000 (satu banding dua

ratus lima puluh ribu) yang mencakup zona dan sub zona, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Baglan Kedua

Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 12

7-ona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (21 huruf a diperuntukkan untuk budidaya rumput laut, teripang,

mutiara, kerang-kerangan, udang dan ikan (ftnftshl

Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat (21huruf a, ditetapkan menjadi sub zona budidaya laut.

l,okasi dan koordinat hna pedkanan budidaya, sub z,ona budidaya

laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. tz

(7)

(8)

(2)

(3)
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Pangnf2

Zona Perlhnan Tangkap

Pasal 13

(1)ZOna peHkanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 11

等 at(2)uruf b,ditetapkan menJadi:

a. sub zona pela」 s;

b.sub zona pelagls(setaSea);

c. sub zona pelagls dan demersal;dan

d. sub zona pelagis dan demersal(setasea).

(2) Sub zOna pelagis sebagailnana dimaksud pada ayat(1)huruf a,yaitu

ruang di dalaln zona peHkanan tangkap yang diperuntukkan bagi

penangkapan ikan pelagls

(3)Sub zOna pelagis(setaSeal sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

huruf b, yaltu ruang di dalarn zona pettkanan tanε ttap yang

diperuntukkan btt pёnangkapan ikan pё l襲JS dengan dat tangkap

yang ramah setasea

(4)Sub zOna pelagls dan demersal sebaga■mana dilnaksud pada ttat(1)

huruf c, yaitu ruang di dalaln zona peHkanan tangkap yang

diperuntukkan bagl penangkapan ikan pelagis dan demersal.

(5) Sub zOna pelagls dan demersal(setaSea)Sebagalmana dimaksud pada

等 at(1) huruf  d,  ytttu  ruang  di  dalam  zona  pe五ban

tangkap  yang diperuntukkan btt penangkapan ikan pela」 s dan

demersal dengan alat tangkap yang ramah setasea.

(6)ZOna pe五kanan tangkap sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),

ditetapkan di seluruh perairan laut wllayah kewenangan provlnsi

kecuali di:

a  Kawasan Kbnsewasi;

b.Kan・asan Strategis Nasional Tertentu;

c  Zona Pelabuhan;

d  Zona PeHkanan Budidaya;

e  Zona Pa五ゃvlsata;

i  Zona Pertambangan;dan

g  Alur Pelayaran 、ィ_
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１
■

(2)

(71 Lokasi dan koordinat Sub zona pelagis, Sub zona pelagis (setasea), Sub

zona pelagis dan demersal dan Sub ?rlrla pelagis dan demersal

(setasea) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pangnf3

Zona Pelabuhan

Pasal 14

Zona Pelabuhan sebagaiFnana diinaksud dalam Pasa1 1l ayat(2)

huruf c,terdi五 attLS:

ao sub zona DLKr dan DLKp;dan

bo sub zona WKOPP.

Lokasi dan koordinat Sub zona DLKr dan DLKp serL Sub zona

WKOPP Sёbagai面血 a dimaksud pada ayat(1)adalah `ёb注蒙 imana

tercanturrl dalan■  Lampiran H dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan da五 Peraturan Daerah ini.

Pangnf4

Zona Pariwisata

Pasal 15

(1)ZOna panmsata sebagaimana dilnaksud dalam Pasal ll 等 at (2)

huruf d,ditetapkan inettadi:

a.sub zona wisata alanl pantai/pesiSir dan pulau― pulau kecil;

bo sub zona、Ⅶsata alanl bawah laut;dan

ё, Stib zol■ a Wi盤餞ぇ61■hFatt aif.

(2)Sub  zOna  、risata  alam  pantai/pesiSir  dan  pulau―pulau  kecil

sebagaiinana dirnaksud pada ayat (1)huruf a, mertlpakan ruang

dalam zona panh7isaね yang dirnanfaatkan untuk:

a. rekreasi pantal dan air;

b. berenang;

c. berkano;dan

d. olahraga pantai.

(3)Sub zOna wisata alarn bawah laut sebagailnana diinaksud pada ayat(1)

huruf b,Irlerupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan

untuk:

ao rekreasi sれοrたθ:jれg;dan

bo lnenyelam.ヽv^
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(4) Sub zona wisata olahraga air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, merupakan ruang dalam zona pariwisata yang dimanfaatkan

untuk:

a. kite surfing;

b. board surfing; darr

c. wind/ sailirlg ilfrrlS.

Pasal 16

Lokasi dan koordinat Sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-

pulau kecil, Sub zona Wisata Alam Bawah l,aut dan Sub zona wisata

olahraga air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Zona Pertambangan

Pasal 17

7-ona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

huruf e, terdiri atas sub zona minyak bumi.

Lokasi dan koordinat Zona pertambangan Sub 7-ona Minyak
gurd sslagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana

tercantum dalam i,ampiran II dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Bagtan Ketlga

Kawasan Xonserrrasl

Pasal 18

(1) Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

huruf b, terletak pada:

a. Taman Nasional Perairan Laut Sawu;

b. Kau'asan Konservasi Perairan Daerah Sikka;

c. Suaka Alam Perairan Flores Timuf;

d. Suaka Alam Perairan Selat Pantar dan Laut sekitarnya di

Kabupaten Alor;

e. Daerah Penting Kawasan Konservasi Perairan l"abuhan Bajo Timur
Laut;

f. Daerah Penting Kawasan Konservasi Perairan Pulau Ende Selatan; \r-

(2)
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g. Daerah Penting Kawasan Konservasi Perairan Laut Dalam Flores

Timur;

h. Daerah Penting Kawasan Konservasi Perairan Laut Dalam Lembata;

i. Daerah Penting Kawasan Konservasi Perairan Laut Dalam Alor;

j. Daerah Penting Kawasan Konservasi Perairan Sumba Selatan;

k. Daerah Penting Kawasan Konservasi Perairan Maubesi Extensi 1;

1. Daerah Penting Kawasan Konservasi Perairan Laut Dalam

Maubesi Extensi 2;

m. Daerah Penting Kawasan Konservasi Perairan Batu Gade;

n. Taman Nasional Komodo;

o. Taman Wisata Alam l"aut Teluk Kupang;

p. Taman Wisata Alam l,aut 17 Pulau Riung;

q. Taman Wisata Alam Laut Teluk Maumere; dan

r. Suaka Margasatwa Harlu.

(2) Lokasi dan koordinat Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam t ampiran II dan

merupakan bagran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Alur Laut

Paragraf I
Alur Pelayaran

Pasal 19

(1) Alur laut yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (4), meliputi :

a. Alur Lintas Kepulauan lndonesia;

b. Alur Pelayaran Penyeberangan;

c. Alur Pelayaran Nasional-Internasional;

d. Alur Pelayaran Nasional;

e. Alur Pelayaran Nasional-Regional;

f. Alur Pelayaran Lokal;

g. Pipa dan Kabel Bawah l,aut; dan

h. Alur migrasi biota laut.

(2) l,okasi dan koordinat Alur Lintas Kepulauan Indonesia, Alur

Pelayaran Penyeberangan, Alur Pelayaran Nasional-lnternasional, Alur

Pelayaran Nasional, Alur Pelayaran Nasional-Regional dan Alur

Pelayaran Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.tr



Paragraf 2

Alur Plpa/Kabel Bawah Laut

Pasal 20

l,okasi dan koordinat Alur pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Paragraf 3

Alur Mlgrasl Biota Laut

Pasal 21

Lokasi dan koordinat Alur migrasi biota laut sebagaimana dimaksud

pada Pasal 19 ayat (1) huruf h, adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Baglan Kellma

Kawasan Strategis Nasional Tertentu

Paragraf I
PesEl22

(1) Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) hurufd, terdiri atas:

a. pulau-pulau kecil terluar yang terdiri atas:

1. Pulau Alor di Kabupaten Alor;

2. Pulau Batek di Kabupaten Kupang;

3. Pulau Rote di Kabupaten Rote Ndao;

4. Pulau Ndana di Kabupaten Rote Ndao;

5. Fuilau Sabu di Kabupaten Sabu Raijua;

6. Pu1au Dana di Kabupaten Sabu Raijua; dan

7. Pulau Mengudu di Kabupaten Sumba Timur;

b. situs warisan dunia yakni Taman Nasional Komodo; dal
c. kawasan penting untuk pengendalian lingkungan hidup yakni

Taman Nasional Perairan l,aut Sawu.

(2) Iokasi dan koordinat Kawasan Strategis Nasional Tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peratu ran Daerah ini. rr
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BA'BV

PERATURAN PEMANFAATAN RUANG WP3X

Baglan Kesatu

Umum

Pasal 23

(1) Ketentuan pemanfaatan ruang WP3K adalah ketentuan yang

diperuntukkan sebagai alat pengaturan pengalokasian ruang WP3K

meliputi:

a. ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;

b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan pemberian insentif;

d. ketentuan pemberian disinsentif; dan

e. arahan pengenaan sanksi.

(2) Ketentuan pemanfaatan ruang WP3K berfungsi:

a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;

b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang WP3K dengan rencana

tata ruang wilayah;

c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan

ruang WP3K yang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;

d. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan

rencana tata ruang wilayah; dan

e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Baglan Kedua

Ketentuan Umum Pemanfaatan llawasan I Zona/ Sub Zona

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

(1) Ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, adalah

penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur

tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan
pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

(21 Ketentuan umum pemanfaatan kawasan/z,ona/sub zona

sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari:

a. penjelasa-n/deskripsi/definisi alokasi ruang WP3K yang telah

ditetapkan dalam rencana alokasi ruang WP3K; 1--

り
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b. ketentuan umum kegiatan yang boleh dilakukan dan kegiatan

yang tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat

dilakukan setelah memperoleh ijin;
c. ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan

terkait dengan pemanfaatan ruang WP3K; dan

d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan

pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang

WP3K, seperti Kawasan Konservasi dan Kawasan Strategis

Nasional tertentu.

(3) Ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub z,ofla

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:

a. landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan

operasional pengendalian pemanfaatan ruang WP3K di setiap

zona/ subzona; dan

b. dasar pertimbangan pemberian izin pemanfaatan ruang WP3K.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Pemanfaatan

Kawasan Pemanfaatan Umum

Zona Perikanan Budidaya/Sub Zona Budldaya Laut

Pasal 25

(1) hna perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

ayat {2) huruf a adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan

untuk kegiatan budidaya laut yang ramah lingkungan.

(21 Kegiatan yang boleh dilakukan dalam zona perikanan budidaya

sub zona budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasai 11 ayat

(2) huruf a, terdiri atas:

a. budidaya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi

yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil; dan

b. kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat

kegiatan budidaya.

(3) Kegiatan yang tidak boleh diiakukan dalam zona perikanan

budidaya sub zona budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (2) hurufa, terdiri atas:

a. kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan

teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil; y



b. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan

seperti rumpon serta terumbu karang buatan;

c. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/ atau

bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut;

d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan

peledak, bius dan /atau bahan beracun, serta menggunakan alat

tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil; dan

e. pembuangan sampah dan limbah.

(4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin dalam

zona perikanan budidaya sub zona budidaya laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. budidaya laut skala menengah sampai besar dengan metode,

alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah

iiesisir;
b. penelitian dan pendidikan;

c. pengembangan pariwisata dan rekreasi; dan

d. monitoring dan evaluasi.

(5) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan

ruang di zona perikanan budidaya sub zona budidaya laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. ruang sebesar 207o untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang

mendukung kegiatan budidaya; dan

b. prasarana budidaya laut tidak bersifat pernanen.

(6) Persyaratan khusus pada ?;r:na perikanan budidaya sub zona

budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a,

terdiri atas:

a. kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu

karang; dan

b. pengembangan budidaya laut disertai dengan kegiatan

pengembangan/peremajaan bibit. ff
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Paragraf 3

Ketentuan Umum Pemanfaatan Zona Perlkanan TangLap/ Sub Zona

Pelagis/Sub Zona Pelagis (Setaseaf/Sub Zona Pelagls dan Demersal/

Sub Zona Petragls dan Demersal (Setaseal

Pasal 26

Kegiatan yang boleh dilakukan di Sub 7,ona Pelagis/Sub

Zona Pelagis (Setasea)/Sub Zona Pelagis dan Demersal /Sttb Zona

Pelagis dal Demersal (Setasea) pada 7-nna Perikanan Tangkap

sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 1 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

a. kegiatan perikanan tangkap oleh nelayan kecil dengan alat

tangkap yang diperbolehkan sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

b. pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarinya atau

Jumlah Tangkapan yang diperBolehkan (JTB).

Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di Sub Zona PelagSs/Sub Zona

Pelagis (Setasea)/Sub Zona Pelagis dan Demersal lSub Tnna Pelagis

dan Demersal (Setasea) pada Tnna Perikanan Tangkap sebagaimana

dimaksud dalam Pasal I 1 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

a. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan

peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat

tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil; dan

b. pembuangan sampah dan limbah.

Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapat izin di

Sub Zona Pelagis lSub Zona Pelagis (Setasea)/Sub Zona Pelagis

dan Demersal/Sub Zona Pelagis dan Demersa-l (Setasea) pada Zona

Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)

huruf b, terdiri atas :

a. penangkapan ikan dengan alat tangkap dan ukuran kapal di atas

10 GT yang dibolehkan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

b. penelitian dan pendidikan;

c. pemasangan rumah ikan dan terumbu karang buatan;

d. pemasangan rumpon hanya dapat dilakukan di sub zona Jalur I
B dan dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

e. pariwisata dan rekreasi; dan

f. monitoring dan evaluasi.14

(2)
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(4)

(5)

(2)

Prasarana minimum yang

pemanfaatan ruang pada Sub

(Setasea)/Sub Zona Pelagis dan

Demersal (Setasea) di zofia

dimaksud dalam Pasal 11 ayat

kapal.

dipersyaratkan terkait dengan

Tnna Pelagis/Sub Zona Pelagis

Demersal/Sub Zona Pelagis dan

perikanan tangkap sebagaimana

(2) huruf b, yaitu tempat tambat

Ketentuan khusus yang berlaku pada Sub Zona PelagislSub Zona

Pelagis (Setasea)/ Sub Zona Pelagis dan Demersal /Sub bna Pelagis

dan Demersal (Setasea) di znna perikanan tangkap sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf b, yaitu :

a. kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan peralatan yang

ramah lingkungan; dan

b. kegiatan penangkapan ikan harus mempertimbangkan

perlindungan habitat dan populasi ikan.

Paragraf4

Ketentuan Persyaratan Pemanfaatan Zona Pelabuhan

Pasp,l27

Kegiatan yang boleh dilakukan di znna pelabuhan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, yaitu pembangunan

fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam

rencana induk pelabuhan.

Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di zona pelabuhan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat (2) huruf c, yaitu:

a. penangkapan ikan dengan alat menetap dan/ atau

bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;

b. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan

peledak, bius dan/ atau bahan beracun, serta menggunakan alat

tangkap yang bersi{at merusak ekosistem di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil;

c. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;

d. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan

seperti rumpon serta terumbu karang buatan;

e.

f.

pembuangan sampah dan limbah; dan

pendirian bangunan yang perencana€rnnya tidak tercantum pada

rencana induk pelabuhan. -,r
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(3) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di zona

pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c,

yaitu:

a. penelitian dan pendidikan;

b. wisata bahari;

c. pengerukan alur pelabuhan; dan

d. monitoring dan evaluasi.

(4) Prasarana umum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan

ruang di zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(2) huruf c, adalah:

a. Alur pelayaran;

b. perairan tempat iabuh;

c. kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak

kapal;

d. perairan tempat alih muat kapal;

e. perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan / Barang

Berbahaya dan Beracun B3);

f. perairan untuk kegiatan karantina;

g. perairan alur penghubung intrapelabuhan;

h. perairan pandu;

i. perairan untuk kapal pemerintah; dan

j. tanda batas sesuai dengan batas yang telah ditetapkan'

(5) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan

pemanfaatan ruang di zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal i 1 ayat (2) huruf c, adalah:

a. fasilitas pokok terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, jalan

komplek dan drainase;

b. fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan,

Tempat Pendaratan lkan, suplai air bersih, instalasi listrik dan

stasiun pengisian bahan bakar nelayan; dan

c. fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK.

(6) Ketentuan khusus yang berlaku di z.ona pelabuhan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) hurufc, adalah:

a. kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan;

dan

b. kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian

pencemaran dan mitigasi bencana. r-
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Paragnf 5

Ketentuan Persyaratan Pemanfaatan Zona Panwisata

Pasa1 28

(1) Ke」atan yang boleh dilakukan di zona  pariwisata sebagaimana

dimaksud dalam Pasa1 1l ayat(2)huruf d,terdi五 atas:

a pewediaan  sarana  dan  prasarana  parlttrisata yang  ddak

berdaFnpak pada kerusakan ingkungan;dan

b. kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat

tidak ada kegiatan panurisata.

(2) Ke」atan  yang  tidak  boleh  dilakukan  di  zona  panu■sata

sebagdmana dimaksud dalalln Pasal ll等 at(2)huruf d,terdiH atas:

a semuajenis ke」atan penkanan budidり a;

b. semua jenis kegiatan penangkapan kan pada saat berlangsung

keglatan pari■■■sata;

c. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan

peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat

tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilaり ah pesistr dan

pulau―pulau kecil;

d. pemasangan alat bantu penangkapan ikan sepertllumpon;dan

e. pembuangan sampah dan limbah.

(3) Keghtan yang boleh dllakukan setelah mendapatkan izin di zona

panwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 1l ιvat(2)huruf d,

terdi五 atas:

a. penelitian dan pendidikan;dan

b monitoung dan evaluasi

(4) Prasarana   minimum  yang  dipersyaratkan   terkait  dengan

pemanfaatan ruang di zona panwisata sebagairnana dimaksud dalam

Pasa1 11町 at(2)huruf d,terdiH atas:

a. tersedianya pantai sebagai ruang terbuka untuk umum;dan

b. tersedianya fasilitas dan infrastruktur pendukung ke」atan lvlsata,

ternpat parkir,tanda baね s zona,tallnbat kapa1/perahu dan fasilitas

umum lalnnya.

(5) Kegiatan khusus di zona p観、、■sata Sebagaimana dimaksud dalaln

Pasa1 11等at(2)huruf d,terdiH atas:

a. pengendalian   ke」atan   yang   berpotensi   mencema五

lingktigan di daratan maupun peraira五
;

b melakukan mitlgasi bencana di WP3K;dan

c. melakukan pengamanan dan penyelalnatan、 visatawan′



Paragraf 6

Ketentuan Umum Pemanfaatan Zona pertambangan

Pasal 29

Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf
e, merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara
berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya
untuk kegiatan pertambangan minyak bumi.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Pemanfaatan Kawasan Konsenrasl

Pasal 30

(1) Pemanfaatan dalam Kawasan Konservasi mengikuti aturan rencana
pengelolaan dan zonasi pada masing-masing kawasan konservasi.

{2) Kegiatan yang boleh dilakukan di Kawasan Konservasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), adalah:

a. perlindungan ekosistem pesisir dan laut;

b. periindungan habitat dan populasi ikan;

c. perlindungan vegetasi pantai;

d. budidaya ikan skala kecil dengan metode yang diperboiehkan

sesuai zonasi kawasan konservasi; dan

e. penangkapan ikan skala kecil dengan alat yang diperbolehkan

sesuai zonasi kawasan konservasi.

(3) Kegiatan yang tidak boieh dilakukan di Kawasan Konservasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), adalah:

a. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/atau bahan

peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat

tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil;

b. semua jenis kegiatan penambangan;

c. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil

terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan

peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang

mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang; dan

d. pembuangan sampah dan limbah.

(4) Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di Kawasan

Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), adalah:

a. penelitian dan pendidikan;

b. monitoring dan evaluasi; y
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c. budidaya ikan skala menengah dengan metode yang diperbolehkan

sesuai zonasi kawasan konservasi;

d. penangkapan ikan dengan ukuran armada dan alat yang

diperbolehkan sesuai zonasi kawasan konservasi; dan

e. pariwisata dan rekreasi yang diperbolehkan sesuai zonasi kawasan

konservasi.

(5) Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan

pemanfaatan ruang di Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (3), berupa pemasangan tanda batas yang mudah

dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai peraturan

perundang-undangan.

(6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat

(3) di Kawasan Konservasi adalah pengendalian kegiatan yang

berpotensi merusak Kawasan Konservasi.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Pemanfaatan Alur Laut

Pasal 31

(1) Kegiatan yang boleh dilakukan di Alur Laut sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) hurufc, terdiri atas :

a. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan;

b. pengerukan alur pelayaran; dan

c. kegiatan yang selaras dengan pelestarian/perlindungan

lingkungan.

(21 Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di Alur Laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hurufc, terdiri atas:

a. semua jenis kegiatan perikanan budidaya;

b. penangkapan ikan dengan alat menetap;

c. pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti

rumpon serta terumbu karang buatan;

d. penangkapan ikan yang menggunakan bom dan/ atau bahan

peledak, bius dan/atau bahan beracun, serta menggunalan alat

tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil;

e. pariwisata dan rekreasi; dan

f. pembualgan sampah dan limbah. r/
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(3)

(4)

Kegiatan yang boleh dilakukan setelah mendapatkan izin di

Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c,

terdiri atas:

a. penelitian dan pendidikan; dan

b. monitoring dan evaluasi.

Prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan

pemanfaatan ruang di Alur Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 ayat (1) hurufc, berupa sarana bantu navigasi pelayaran.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Pemanfaatan Kawasan Strategls llasional Tertentu

Pasal 32

Ketentuan umum pemanfaatan Kawasan Strategis Nasional Tertentu

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baglan Ketiga

Ketentuan Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 33

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)

huruf b, berfungsi sebagai alat pengendali pemanfaatan

ruang yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan

peraturan perundang- undangan melalui proses administrasi dan

teknis yang harus dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan

WP3K dilaksanakan, untuk menjaminkesesuaianpemanfaatan

ruang WP3K yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), terdiri atas:

a. lzin lokasi; dan

b. lzin pengelolaan.

Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan

untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan

pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap, yang

mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan

permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/ atau

untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil. rr-

(2)

(3)
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(41 Izin pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya

perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.

(5) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan izin

pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan

Gubernur kepada:

a. orang perseor€rngan warga negara Indonesia;

b. korporasi yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia; atau

c. koperasi yang dibentuk oleh Masyarakat.

Paragraf 2

Izin Lokasl

Pasal 34

(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian

perairan pesisir secara menetap wajib memiliki izin lokasi dari

Gubernur.

12) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian

pulau-pulau kecil secara menetap wqlib memiliki izin lokasi pulau-

ijuldu keail.

(3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diberikan

berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian

izin pengelolaan.

(4) Untuk memperoleh izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), setiap orang wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan

kepada Gubernur.

(5i Pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-

pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional,

dan hak lintas damai bagi kapal asing.

(6) lzin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan

dalam batas keluasan dan kedalaman tertentu yang dinyatakan

dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.

{71 lzin lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan

konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

(8) Izin lokasi perairan pesisir beriaku dalam waktu paling lama 2
(dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun.

(9) Izin lokasi pulau-pulau kecil berlaku dalam waktu paling lama 2

(dua) tahun dan dapat diperpanjang selama 2 (dua) tahun.v-

り
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(10) Dalam hal pemegang izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayal (2\ tidak merealisasikan kegiatannya dalam waktu paling

lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif

berupa pencabutan izin lokasi.

(11) Izin lokasi perairan pesisir dan izin lokasi pulau-pulau kecil berakhir

apabila:

a. habis masa berlakunya; atau

b. dicabut oleh Pemberi izin.

(12) Pencabu tan tzin lokasi perairan pesisir dan izin lokasi pulau-

pulaukecilsebagaimanadimaksudpadaayat(11)hurufbdilakukan

apabila:

a. tidak sesuai dengan rencana yang diusulkan;

b.tidakmerealisasikankegiatandalamjangkawaktupalinglama
2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan; atau

c. izin lingkungan dicabut.

(13) Pencabu tan izin lokasi perairan pesisir dan izin lokasi pulau-

pulaukecilsebagaimanadimaksudpadaayat(12)dilakukandengan

tahapan:

a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali

berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu)

bulan oleh Gubernur;

b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a

tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama I (satu)

bulan; dan

c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak

dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan'

Paragmf 3

Izin Pengelolaan

Pasal 35

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya pesisir dan

pulau- pulau kecil untuk kegiatan:

a. produksi garam;

b. biofarmakologi laut;

c. bioteknologi laut;

d. pemanfaatan air laut selain energi; rr
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e. wisata bahari;

f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan

g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;

wajib memiliki izin pengelolaan dari Gubernur.
(21 Orang perseorangan warga negara indonesia atau korporasi yang

didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan koperasi yang dibentuk
oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) yarg
mengajukan izin pengelolaan harus memenuhi syarat teknis,

administratif, dan operasional sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 36

Izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-
pulau kecil berlaku untuk:

a. produksi garam paling lama 5 (lima) tahun;

b. biofarmakologi laut paling lama 5 (lima) tahun;
c. bioteknologi laut paling lama 5 (lima) tahun;

d. w'isata bahari paling lama 20 (dua puluh) tahun;

e. pemanfaatan air laut seiain energi paiing lama 10 (sepuiuh) tahun;
f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut paling lama 30 (tiga

puluh) tahun; dan

g. pengangkatan BMKT pa-ling lama 2 (dua) tahun.
Dalam hal pemegang izin pengelolaan sumber daya perairan

pesisir dan perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) tahun sejak izin diterbitkan, dikenai sanksi administratif
berupa pencabutan izin pengelolaan.

Pasal 37

( 1) Izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-
pulau kecil berakhir apabila:

a. habis masa berlakunya; atau

b. dicabut oleh pemberi izin.

(21 Pencabutan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan
perairan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dilakuhn apabila:

a. tidak resuai dengan rencana yang diusulkan;rr-

(2)
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b. tidak merealisasikan kegiatan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;

c. tidak memenuhi kewajibannya; atau

d. izin lingkungan dicabut.

(3) Pencabutan izin pengelolaal sumber daya perairan pesisir dan

perairan pulau-pulau kecii sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dengan tahapan:

a. Memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-

turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh

Gubernur;

b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf
a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1

(satu) bulan; dan

c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak
dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan.

(41 Luasan izin pengelolaan sumber daya perairan pesisir dan perairan

pulau- pulau kecil paling banyak diberikan sesuai dengan izin lokasi.

Paragraf 4

Izln Lokasi dan Izln Pengelolaan

bagi Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal dan Tradlsional

Pasal 38

(1) Kewajiban memiliki izin lokasi dan izrn pengelolaan dikecualikan

bagt masyarakat hukum adat.

(21 Masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan pengakuannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

(3) Masyarakat lokal dal masyarakat tiadisional yang rrielakukan

kegiatan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan
perairan pulau-pulau kecil yang menetap, antara lain:

a. produksi garam;

b. wisata bahari; dan

c. pembudidayaan ikan,

wajib memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan.

(4) Gubernur memfasilitasi pemberian lzin iokasi dan tzin
Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada

Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional.

(5) Fasilitasi pemberian lzin Lokasi Perairan Pesisir dan lzin
Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kemudahan

dalam persyaratan dan pelayanan cepat. 1-
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Pasal 39

(1) Izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

33 ayat (2) diberikan kepada kelompok masyarakat loka1 dan

masyarakat tradisional, yalg melakukan pemanfaatan ruang dan

sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil, untuk
pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

(2\ Untuk memperoleh izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana

dimatsud pada ayat (1), kelompok masyarakat wajib terlebih dahulu

mengajukan permohonan kepada Gubernur dengan dilengkapi

persyaratan surat pembentukan kelompok yang diketahui oleh

lurah/kepala desa setempat.

(3) Gubernur menerbitkan izin lokasi dalam waktu paling lambat 3

(tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 4O

Masa berlaku izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasa1 39 berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang

selama 2 (dua) tahun.

Pasal 41

(1) Izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

40 berakhir apabila:

a. habis masa berlakunya; atau

b. dicabut oleh pemberi izin.

(21 Pencabutan izin lokasi dan izin pengeiolaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:

a. kegiatan pemanfaatan tidak sesuai dengan izin lokasi dan izin

pengelolaan; atau

b. ditelantarkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

(3) Pencabutan izin lokasi dan izin pengelolaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dila-kukan dengan tahapan:

a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali

berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu)

bulan oleh Gubernur; 1.
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b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf

a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1

(satu) bulan; dan

c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak

dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan.

Pasal 42

Luasan Izin lokasi dan Izin Pengelolaan bagi masyarakat lokal dan

masyarakat tradisional untuk kegiatan:

a. produksi garam paling banyak 1 (satu) hektar;

b. wisata bahari paling banyak 5 (lima) hektar; dan

c. pembudidayaan ikan paling banyak 1 (satu) hektar.

Baglan Keempat

Ketentuan Pemberlan Insentif
Pasal 43

(1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (1) huruf c berfungsi untuk mengatur tentang pemberian imbalan

terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang

didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang dan rencana zonasi.

(2) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun berdasarkan:

a. rencana pemanfaatan ruang WP3K;

b. ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;

c. kriteria pemberian akreditasi; dan

d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

(3) Standar dan pedoman pemberian insentif sebagaimana dimaksud

pada ayat 1) mencakup:

a. relevansi isu prioritas;

b. proses konsultasi publik;

c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;

d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;

e. kemampuan implementasi yang memadai; dan

f. dukungan kebijakan dan program pemerintah.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Gubernur.l-
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(2)

(3)

■
■

(2)

(3)

Baglan Kellma

Ketentuan Pemberlan Dlslnsentlf
Pasal 44

Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

23 ayat (1) huruf d berfungsi untuk mengatur tentang pengenaan

bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang WP3K, yang berfungsi

sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau

mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan fuerig

WP3K.

Ketentuan pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disusun berdasarkan:

a. rencana pemanfaatan ruang WP3K;

b. ketentuan umum pemanfaatan kawasan/zona/sub zona;

c. kriteria pemberian akreditasi; dan

d. peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Tata cara dan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana

dimalsud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Baglan Keenam

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 45

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (1) huruf e merupakan tindakan penertiban terhadap

penyimpangan dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang yang

tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil.

Dalam ha1 penyimpangan dalam penyelenggaraan zonasi wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pengenaan sanksi selain dikenakan terhadap pemanfaatan ruang

yang tidak sesuai dengan rencara zonasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) juga dapat dikenakan kepada pejabat

pemerintah yang menerbitkan izin pernanfaata;r zor:a yang tidak
sesuai dengan rencana zonasi.r.-
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(4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan

terhadap:

a. pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana

zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan iztr. pemanfaatan

ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K Provinsi;

c. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RZWP-3-K

Provinsi;

d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan

yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai

milik umum; dan/ atau

e. melaksanakan pemanfaatan ruang melalui izin yang diperoleh

dengan prosedur yang tidak benar.

BAB VI

ARAIIAN PEMAI{FAATAIT RUANG WP3K

Paragraf 1

Umum

Pasal 46

Arahan pemanfaatan ruang WP3K, meliputi:

a. arahan pemanfaatan zona perikanan budidaya;

b. arahan pemanfaatan zona perikanan tangkap;

c. arahan pemanfaatan zona pelabuhan;

d. arahan pemanfaatan zona pariwisata;

e. arahan pemanfaatan zona pertamb€rngan;

f. arahan pemanfaatan kawasan konservasi; dan

g. arahan pemanfaatan alur laut.

Paragraf 2

Arahan Pemanfaatan Zona Perlkanan Budldaya

Pasal 47

Arahan pemanfaatan zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 hurufa, dilakukan dengan cara:

a. melaksanakan kegiatan perikanan budidaya laut ekonomis penting

berdasarkan Panduan Praktik Perikanan Berkelanjutan (Best

M an ag e meni Pr acticel ; :,-

39



b. menata dan mengembangkan usaha perikanan budidaya dan

kawasan minapolitanl

c. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya;

d. mengembangkan sumber daya manusia dan menerapkan teknologi

budidaya laut yang produktif dan ramah lingkungan;

e. mengendalikan dan/atau mencegah kegiatan yang mengakibatkan

te{adinya penurunan kualitas air dan mengganggu kegiatan perikanan

budidaya;

f. melakukan intensifikasi budidaya laut dan ekstensifikasi lahan

budidaya laut;

g. melakukan diversifikasi budidaya laut;

h. melakukan revitalisasi pusat perbenihan; dan

i. penataan proses tata niaga hasil laut.

Paragraf 3

Arahan Pemanfaatan Zona Perlkanan Tangkap

Pasal 48

Arahan pemanfaatan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 46 hurufb dilakukan dengan cara:

a. melaksanakan kegiatan perikanan tangkap berdasarkan Panduan

Praktik Perikanan Berkelanjutan (Best Management Practice) ;

b. melaksanakan revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah

lingkungan untuk meningkatkan produksi tangkapan;

c. meningkatkan bantuan dalam bentuk jumlah dan kapasitas kapal,

mesin kapal, bagan, dan alat tangkap;

d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan nelayan dalam hal

menangkap ikan, memfungsikan mesin kapal, memperbaiki alat

penangkap ikan dan kapal serta mesinnya, dan menjaga

keselamatan selama aktivitaspenangkapan;

e. meningkatkan pengelolaan tempat pendaratan ikan;

f. menerapkan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga

kualitas hasil tangkapan;

g. memanfaatkan sumber daya ikan secara lestari dan berkelanjutan;

h. meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung

pengembangan perikanan tangkap; dan

i. menata alur dan proses tata niaga hasil tangkapan perikanan.\r
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Paragraf4

Arahan Pemanfaatan Zona Pelabuhan

Pasal 49

Arahan pemanfaatan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 huruf c dilakukan dengan cara:

a. meningkatkanpelayanan kepelabuhanan;

b. merevitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan;

c. meningkatkan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan;

d. mengatur dan membina, mengendalikan dan melaksanakan

pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan

e. meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Paragraf 5

Arahan Pemanfaatan Zona Pariwlsata

Pasal 5O

Arahan pemanfaatan ?,ona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 huruf d dilakukan dengan cara:

a. meningkatlan daya tarik dan destinasi wisata;

b. meningkatkan sarana dan prasarana kepariwisataan;

c. meningkatkan produk wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristik;

d. meningkattan manajemen kepariwisataan;

e. melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan daya tarik wisata

dan pengembangan usaha pariwisata; dan

f. mengendalikan dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir.

Paragraf 6

Arahan Pemanfaatan Zona Pertambangan

Pasal 51

Arahan pemanfaatan zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 46 hurufe dilakukan dengan cara:

a. mengendalikan dampak negatif kegiatan pertambangan di wilayah

pesisir; dan

b. memperhatikan dampak aktivitas pertambangan terhadap kegiatan

pemanfaatan ruang lainnya. 1-
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Paragraf 7

Arahan Pemanfaatan Kawasan Konsenrasl

Pasal 52

Arahan pemanfaatan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud Pasal 46

huruf f dilakukan dengan cara:

a. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Kawasan Konservasi

pesisir dan pulau-pul,au kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah;

b. meiakukan harmonisasi kelembagaan Kawasan Konservasi pesisir dan

pulau- pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah;

c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Kawasan

Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan Kawasan Konservasi

perairan daerah;

d. mengembangkan jejaring Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-

pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah;

e. membangun kemitraan pengelolaan Kawasan Konservasi pesisir dan

pulau- pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah;

f. melaksanakan rehabilitasi ekosistem pesisir (terumbu karang dan

mangrove) di luar Kawasan Konservasi;

g. membuat pencadangan Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-

pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah;

h. mengajukan usulan penetapan Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-

pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah kepada Menteri;

i. memberdayakan masyarakat di Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-

pulau kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah;

j. melatih dan mendampingi masyarakat dalam pengembangan

mata pencaharian alternatif;

k. mensosialisasikan Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau

kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah ke berbagai lapisan

masyarakat;

1. menata tanda batas Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau

kecil dan Kawasan Konservasi perairan daerah;

m. mensosialisasikan regulasi tentang konservasi dan rehabilitasi;

n. melakukan pembimbingan secara teknis dalam hal monitoring

dan pengelolaan Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan

Kawasan Konservasi perairan daerah; dan

o. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pada

Kawasan Konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dan Kawasan

Konservasi perairan daerah. rr



Paragraf 8

Arahan Pemanfaatan Alur Laut

Pasal 53

Arahan pemanfaatan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46

huruf g dilakukan dengan cara:

a. menetapkan sistem alur laut;

b. menetapkan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya;

c. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan

pengendalian alur laut;

d. meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran;

e. memasang tanda batas dan rambu pelayaran;

f. mengembangkan jalur pelayaran dan armada pelayaran;

g. melaksanakan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur laut;

h. mensosialisasi dan mengendalikan dampak pencemaran serta

inuasiue species akibat limbah kapal;

i. melakukan kajian identifikasi, alur, pola migrasi, dan tingkah laku
jenis mamalia laut dan biota besar lainnya;

j. melibatkan masyarakat dan meningkatkan pemahaman seluruh

lapisan masyarakat terhadap berbagai karakteristik mamalia laut dan

biota besar lainnya di NTT;

k. mengembangkan sistem monitoring alur migrasi mamalia laut dan

biota besar lainnya;

1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan alur
migrasi setasea dan biota besar lainnya; dan

m. mengintegrasikan dan mensinergikan alur setasea dan biota besar

lainnya dengan aktirritas pelayaran, perikanan, pariwisata dan
pemanfaatan ruang laut lainnya.

BAB VII
PEI{GAWASAIT DAN PEI{GENDAI,IAN

Pasal 54

(1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap
perencanaan, pemanfaatan, dan pengelolaan RZWP-3-K.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas
pokok dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan bersama instansi
terkait secara terpadu, sinergis dan berkelanjutan. rr-
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(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, pemeriksaan, pengamatan

lapangan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pesisir dan

pulau-pulau kecil.

(4) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Paeal 55

Pengendalian pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana

dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) meliputi:

a. Pengendalian pemberian izin; dan

b. Akreditasi.

Pasal 56

(1) Pengendalian pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

huruf a dengan persyaratan sebagai berikut:

a. persyaratan teknis;

b. persyaratan administratif; dan

c. persyaratan operasional.

(21 Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (U huruf a

meliputi:

a. kesesuaian dengan RZWP-3-K;

b. hasil konsultasi publik sesuai dengan besaran dan

volume pemanfaatannya; dan

c. pertimbangan hasil pengujian dari berbagai alternatif prakarsa

atau kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya wilayah pesisir

dan pulau- pulau kecil.

(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

a. dokumen administratif;

b. rencana pelaksanaan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-

pulau kecil sesuai daya dukung ekosistem;

c. laporan pelaksanaan perizinan oleh instansi pemben izrrL kepada

Gubernur; dan

d. dokumen kepemilikan hak pemanfaatan ruang laut bagr pemegang

izin lokasi dan izin pengelolaan. r,z
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(4) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c mencakup kewajiban pemegang izin berupa :

a. pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;

b. pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat

dan/atau masyarakat lokal; dan

c. melakukan rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan

pada lokasi pertzinan.

Pasal 57

(1) Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa,l 55 huruf b

disusun dan diajukan oleh Gubernur kepada Menteri.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

a. relevansi isu prioritas;

b. proses konsultasi publik;

c. dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;

d. dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat;

e. kemampuan implementasi yang memadai; dan

f. dukungan kebijakan dan program Pemerintah Daerah.

3) Penyusunan dan pengajuan akreditasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan pada wilayah kewenangan Provinsi.

4l Penyusunan dan mekanisme pengajuan akreditasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan

peraturan perundang- undangan.

BAB VIII
REKUIMASI

Pasal 58

(1) Reklamasi yang dilakukan pada kawasan perairan bertujuan untuk

membuat suatu lahan perairan menjadi kawasan daratan berdasarkan

ketentuan yang berlaku.

(2) Pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan

reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memiliki :rz,in

lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi.

(3) Wilayah yang dapat direklamasi adalah pada z.ona pelabuhan sesuai

dengan alokasi ruarg setelah memenuhi persyaratan peraturan

perundang-undangan yang berlaku kecuali Kawasan Konservasi dan

Aiur l,aut. -.,.-
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(4)

(5)

Tujuan dari reklamasi perairan ini adalah untuk:

a. meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir; dan

b. mengubah perairan pantai menjadi lahan untuk perkantoran,

perdagangan dan jasa, pusat perbelanjaan, rumah toko, sarana

pariwisata, restoran, hotel, jalan, pelabuhan Iaut, pelabuhan

perikanan, serta ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru dan

causeu)aa.

Sumber material reklamasi berasal dari daratan yang berada di
Kecamatan Komodo dan Kecamatan Kambera.

BAB IX
IIAIT IIEIIA.IIBAN DAN PERAIY SERTA MASYARAI(A'T

Bagian kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 59

Masyarakat berhak untuk:

a. mengetahui RZWP-3-K Provinsi;

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan

zonasi di daerah;

c. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap

pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi; dan

d. mengajukan pembatalan izlr:r dan permintaan penghentian

pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi

kepada pejabat yang berwenang.

Pemerintah Daerah melalui Dinas yang tugas dan tanggung-jawabnya

di bidang perikanan dan kelautan melakukan sosialisasi RZWP-3-K

Provinsi melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan

masyarakat di daerah.

Bagian kedua

KewaJiban Masyarakat

Pasal 6O

Masyarakat Wajib :

a. mentaati RZWP-3-K Provinsi; dan

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin.

Masyarakat berkewaj iban :

a. memberikan informasi berkaitan dengan pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil; 1-

(2)

(2)
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b

d

c.

menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil;

menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

melaksanakan program pengelolaan wiiayah pesisir dan pulau-

pulau kecil yang disepakati di tingkat Kelurahan atau Desa.

Baglan Ketlga

Peran serta Masyarakat

Pasal 51

Peranserta masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan pulau kecil

dilakukan melalui:

a. proses perencanaan ruang;

b. pemanfaatan ruang;

c. pengawasan ruang; dan

d. pengendalian pemanfaatan ruang.

Bentuk peranserta masyarakat dilakukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

BAB X

MITIGASI DAN BENCANA

Paeal 62

Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan

dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah,

dan/ atau Masyarakat.

Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

a. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;

b. Kelestarian lingkungan hidup;

c. Kemanfaatan dan efektivitas; serta

d. Lingkup luas wilayah.

Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang

berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil.

Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalui kegiatan struktur/lisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.rrf

1)

(2)

(3)

2)

(4)
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(2)

(5) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh

instansi yang berwenang.

BAB XI
GUGATAN PERWAKILAI{

Pasal 53

Masyarakat berhak mengajukan gugatan penvakilan ke pengadilan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak

mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.

Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenuhi persyaratan berikut:

a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi

nasional;

b. berbentuk badan hukum;

c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan

tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian

lingkungan; dan

d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan

anggaran rumah tangganya.

Hak meng4jukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas

pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya

tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran

yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XII
KgTEilTUAfl PE}TYIDIKA}T

Pasal 65

Selain pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia,

pejatrat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah

yang iingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang wilayah pesisir

dan pulau-pulau kecil diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

Pejabat Pegaw{i Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil. 1-

(3)

(2)



(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima laporan/pengaduan dari seseorang tentang adanya

tindak pidana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan

tentang adanya tindak pidana pengeloiaan wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil;

c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi

atau tersangka dalam perkara tindak pidana pengelolaan wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil;

d. melakukan pemeriksaan prasarana Wilayah Pesisir dan

menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk
melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil;

e. menyegel dan/atau menyita bahan dan alat-alat kegiatan yang

digunakan untuk melakukan tindak pidana Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil sebagai alat bukti;

f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

dengan tindak pidana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil;

g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

h. melakukan penghentian penyidikan; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan

dimulainya penyidikan kepada penyidik pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

(5) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikannya

kepada penuntut umum mela-lui penyidik pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia.

BA"B XTII

XETENTUAN PIDAI{A

Pasal 66

Setiap orang yang tidak mentaati RZWP-3-K Provinsi dan memanfaatkan

ruang yang tidak sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42

dipidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang

undangan..y-
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BA.B XIV
X TEilTUAIT PERALIHAIT

Pasal 67

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

a. izitr pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai

ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan

waktu masa berlakunya;

b. izrtr pemanfaatan mang yang telah dikeluarkan tetapi tidak

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:

dengan

jangka

sesuai

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut

disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah

ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan

ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa

berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan

berdasarkan Peraturan Daerah ini;

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi

kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah

diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul

sebagai akibat pembatalan inn tersebut dapat diberikan

penggantian yang layak; dan

4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga)

dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

c. Izin pemanfaatan ruang yang sudah habis dan tidak sesuai dengan

Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan

Daerah ini;

d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin

ditentukan sebagai berikut:

1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini,

pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan

dengan Peraturan Daerah ini; dan

2. yang sudah sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini, di

percepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

e. pengaturan lebih laljut mengenai mekanisme dan tata cara penggantian

yang layak sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4 diatur

dengan Peraturan Gubernur. ry-
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BAB :rTI

I(ETENTUAN PEIYUTT'P

Pasal 68

(1) Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan
dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang
telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini.

(21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Diteta

pad mber 2017

G NGG

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 13 November 2Ol7

S DAERAH
NGGARA TIMUR,

POLO MAING

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017

NOMOR 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :

(4/295/2017)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURm D… PROVINSI NUSA TENGGARA
TIIIUR NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG
RENCAⅣA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU‐ PULAU
KECIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2017‐2037

UMUM

Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun l94S mengamanatkan Negara
mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa
Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab
Negara dalam melindungi rakyat Indonesia dilakukan dengan
penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara, termasuk
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau Kecil sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 2Z Tahun 2OOT

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil,
sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan secara umum
untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana
Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi pengelolaan

wilayah Pesisir dan Pulau-purau Kecil. pengaturan mengen at rzrn
Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat
Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang
melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau_
pulau kecil, pengaturan pemanfaatan pesisir dan pulau_pulau kecil
serta perairan di sekitarnya, serta sesuai amanat Undang_Undang
Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentalg
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, pasal 27, pasal 2g, pasat 29 dan pasal

30 memberikan kewenangan kepada Gubernur dalam pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Fulau-pulau Kecil bagi Daerah provinsi yang
bercirikan kepulauan. y-
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ュ PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan'Asas Keberlanjutan" agar:

1. Pemanfaatan sumber daya tidak melebihi

kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau

laju inovasi substitusi sumber daya non hayati

pesls1r;

2. Pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak

boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas)

kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber

daya pesisir; dan

3. Pemanfaatan sumber daya yang

diketahui dampaknya harus dilakukan secara

hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang

memadai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Asas Konsistensi' merupakan

konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan

pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan

program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil yang teiah diakreditasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan *Asas Keterpaduan adalah :

1 . Mengintegrasikan kebijakan dengan

perencanaan berbagai sektor pemerintahan

secara horizontai dan secara vertikal antara

Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan rr

belum

つ
つ
う́



2  mengmtegrasikan   ekosistern   darat   dengan

ekosistem    laut    berdasarkan    masukan

perkembangan imu pengetahuan dan  teknologi

untuk mcmbantu proses pengaFnbilan putu輌

dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Hunlf e

Asas kepastian hukum diperlukan untuk men」 alnin

kepasuan  hukum  yang  mengatur  pengelolaan

sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat d七nengerd

dan dttnnd Oleh semua penlangku kependngan serta

keputusall yang dibuat berdasarkan mekanisme atau

cara yang dapat dipertanggunttawabkan dan ddak

dimattinalkannya masy7arakat pesisir.

Hunlf f

Yang dilnaksud dengan “Asas Kenlitraan" merupakan

kesepakatan   kerja   salna   anf^r   pihak  yang

berkepentlngan berkaitan dengan pengelolaan 恥ilavah

pesidr dan pulau― pulau lecil.

Huruf g

Asas pemerataan ditttukan pada nunfaat ekonomi

sumberdaya pesisir yang dapat dinikmatl oleh sebagian

besar anggota masyarakat.

Huruf h

Asas peran se■a masyarakat dimaksudkan:

l agar  masyarakat  pesisi  mempunyal  peran

dalaln perencanaan, pelaksanaan, samp」  tahap

penga、vasan dan pengenda五 an;

2 memiLki   infollllaSi   yang   terbuka   untuk

mengetahui  keblakSallaan  pemenntah  dan

mempunyal akses yang cukup untuk memanfaatkan

sumberdtta pesisir;

3. menjamin adanya representasi suara masyarakat

dalam keputusan tersebut;

4. memanfaatkan sumber daya tersebut secara adil. 1-
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Huruf i
Asas keterbukaan dimaksudkan adanya keterbukaan

bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang

benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir, dari tahap perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak

asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf j
Asas desentralisasi merupakan penyerahan wewenang

pemerintahan dari Pemerintah kepada Pemerintah

Daerah otonom untuk mengatur dan mengums

urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Huruf k
Asas akuntabilitas dimaksudkan bahwa pengelolaan

wilayah pesisir dilakukan secara terbuka

dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf I

Asas keadilan merupakan asas yang

berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah,

tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam

pemanfaatan sumber daya pesisir.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasa] 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas. y
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Pasa1 12

Ayat(1)

Cukupjelas.

～
at(2)

Yang dimaksud dengan   “Sub Zona Budldaり a Lau♂

adalah ruang perairan laut yang berada di zona pe五 kanan

budidtta  yang  ditetapkan  untuk  budidtta  ramah

lingkungan berupa budidりa  rumput  laut,  te五 pang,

muttara, kerang― kerallgan,udang dan ikan F可 おり・

対 at(3)

Cukup jelas.

Pasa1 13

Cukup」das

Pasa1 14

Cukup jelas

Pasa1 15

対 at(1)

Yang dimaksud dengan 
“
Zona Panv・isataη adalah ruang

yang terdiH  dari  perairan  laut  dan  pantal  yang

merupakan bagian dari kawasan pemanfaatall umum

yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan

urisata.

対 at(2)

Cukup」elas.

対 at(3)

Cukup」 elas

Ayat(4)

Cukup jelas
Pasa1 16

Cukupjelas

Pasa1 17

Cukupjelas.

Pasa1 18

Cukupjelas.―
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Pasa1 19

～

at(1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan uAlur Lintas Kepulauan

Indonesia" adalah alur untuk pelaksanaan hak

lintas alur laut kepulauan untuk kapal dan pesawat

udara asing. Kapal dan pesawat udara asing dapat

melaksanakan Hak Lintas Alur [.aut Kepulauan,

untuk pelayaran atau penerbangan dari satu bagian

laut bebas atau zona ekonomi eksklusif ke bagian

lain laut bebas atau zona ekonomi eksklusif

melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan

Indonesia. Hak Lintas Alur la.ut Kepulauan adalah

hak kapal dan pesawat udara asing untuk

melakukan pelayaran atau penerbangan sesuai

dengan ketentuan-ketentuan Konvensi dengan cara

normal hanya untuk melakukan transit yang terus

menerus, langsung, dan secepat mungkin serta

tidak terhalang. i<apal atau pesawat udara asing

yang melaksanakan lintas alur laut kepulauan,

selama melintas tidak boleh menyimpang lebih dari

25 (dua puluh lima) mil laut ke kedua sisi garis

sumbu alur laut kepulauan, dengan ketentuan

bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak

boleh berlayar atau terbang dekat ke pantai kurang

dari 10% (sepuluh per seratus) jarak antara titik-

titik yang terdekat pada pulau-pulau yang

berbatasan dengan alur liaut kepulauan tersebut.

Alur Lintas Kepulauan Indonesia yang berada di

perairan Provinsi NTT adalah ALKI III-A yang

digunakan untuk melaksanakan Hak Lintas Alur

Laut Kepulauan untuk pelayaran dari Samudera

Pasifik ke Samudera Hindia atau sebaliknya,

melintasi Laut Maluku, Laut Seram, Laut

Banda, Selat Ombai, dan la.ut Sawu. r.z
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Huruf b
Yang dimaksud dengan "Alur Pelayaran

Penyeberangan' adalah alur pelayaran yang

digunakan oleh kapal-kapal feri untuk

penyeberangan antar pulau.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "Alur Pelayaran Nasional-

Internasional' adalah alur pelayaran nasiona-l yang

menghubungkan pelabuhan nasional dengan

pelabuhan internasional.

Huruf d
Yang dimaksud dengan (AIur Pelayaran Nasionalz

adalah alur pelayaran yang menghubungkan antar

pelabuhan nasional.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "A1ur Pelayaran Nasional-

Regional' adalah alur pelayaran nasional yang

menghubungkan antara pelabuhan nasional dan

pelabuhan regional.

Huruf f
Yang dimaksud dengan "Alur Pelayaran l,okal'

adalah alur pelayaran yang menghubungkan

pelabuhan lokal yang melayani pelayaran ral<yat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Pipa dan Kabel Bawah

Laut' adalah pipa dan kabel yang diletakkan di

bawah laut yang terdiri dari kabel listrik dan kabel

telekomunikasi. Kabei listrik bawah laut adalah

kabel transmisi utama untuk membawa energi

listrik, sedangkan kabel telekomunikasi bawah laut

adalah kabel yang diletakkan di bawah laut untuk

menghubungkan telekomunikasi antar

wilayah/daerah. Pipa dan kabel bawah laut di

Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Kabel

Telekomunikasi yang menghubungkan dari Raba

ke Ende, Ende ke Waingapu dan Ende ke Kupang. r-
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Huruf h

Yang dimaksud dengan “Alur migrasi biota laut"

adalah Jalur migrasi dan biota laut seperd beberapa

jenis   paus   dan   lumba-lumba,   sehingga

keberadaannya di ¬ilりah peralran laut perlu

dilindungi,  agar  ddak  terganggu  oleh jenis

pemanfaatan lalnnya  Alur mlgrasi paus dan

lumba- lumba di peralran Nusa Tenggara Timur

d五ntegrasikan dengan zona pe五kanan tangkap

dikarenakan bah、 va alur/ko五 dOr penting nligrasi

d壺 paus dan lumba-lumba berada di seba」 an

besar peralran NTT yang kemudian zona peHkanan

tangkap yang beHHsan dengan ko五 dor penting

migrasi  paus  dan  lumba-lumba  diberikan

peraturaln tarnbahan untuk pelestanan biota paus

dan lumba-lumba   seperti   pengaturan   alat

tangkap  dan ukuran allrnada yang diperbolehkan

di zona tersebut

～
at(2)

Cukupjelas.
Pasa1 20

Cukup Jelas.

Pasa1 2 1

Cukup jelas.

Pasa1 22

Cukupjelas.

Pasa1 23

Cukup jelas

Pasa1 24

Cukupjelas.

Pasa1 25

Cukup jelas.

Pasa1 26

Cukupjelas.

Pasa1 27

Cukup」elas.、〆
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Pasa1 28

Cukup jelas.

Pasa1 29

Cukup」elas.

Pasa1 30

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat(2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Hunlfc

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan“ Budidtta lkan Skala Kecil''

adalah usaha budidtta untuk memenuhi kehttupan

sehan―ha五 .

Hurufe

Penangkapan ikan skala kecil:usaha penangkapan

ikan untuk inemenuhi kebutuhan hidup scha五 ―ha五

yang menggunakan kapal peHkanan berukuran

paling besar 10(sepuluh)grOSS TOれ れαθθ(GTl.

～

at(3)

Cukup」 elas

A57at(4)

Cukupjelas

村 at(5)

Cukup jelas.

Ayat(6)

Cukup jelas.

Pasa1 31

Cukupjelas.

Pasa1 32

Cukupjelas ヾ
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Pasa1 33

Cukup jelas

Pasa1 34

Cukup jelas.

Pasa1 35

Cukupjelas

Pasa1 36

Ayat(1)

Huruf a

Cukupjelas.

Hun■fb

Cukup jelas

HuruFc

Cukup jelas

HuFuF d

Cukupjelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruff

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimakasud dengan “Benda Muatan Kapal

Tenggelarn" adalah    benda    berharga   yang

mem」ih nild saarah,oudtta,ilmu pengetahuan,

dan ekonOmi, yang tenggelatn di 珈ihyah peraran

lndonesia, zona ckononn eksklusr lndOnesia dan

landas kontinen lndonesia, paling shgkat berumur

50(hnla puluhltahun.

Ayat(2)

Cukupjelas

Pasa1 37

Cukupjelas

Pasa1 38

Cukupjelas.
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Cukup jelas

Pasa1 40
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Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.
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Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasai 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROヽ ■NSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 0086 v

63



LAPIPIRAN I



||

０

●
ヨ
ヨ
■
‘
一
ｃ
●
８
８
”
ヨ
３
８

８
〓
Ｓ
●
●

８

Ｂ

〓

〓

〓

一
●
■
“
一
Ｃ
●
■
●
９
奎
Ｆ

３́
ヨ
〓
８
〓
〓
６
■
‘

＾
■

●

員

〓

〓
●
菫

●
５

２

一

ヨ
ヨ

〓

菫
凛

●
一“
〓
ヨ
‘

８
ｇ
〓
コ
〓
“
〓
“
８
０
】
“
８
●
Ｙ
〓
口
“

・‥
‥
‥
‥
重
…
島
フ

０
０
０
．０
”
α

Ｈ̈
“ミ
リ
賢
目
り

″螢
Ｈ
Ｅ
冒
い

“ｂ
疇
■
０
凸
〓
奥
甲
い

く
り
つ
口

Ｈ
∽
口
Ｈ
＞
Ｏ
“
ヽ

自
只
Ｘ
Ｈ
Ｍ

つ
く
百
つ
鮎
‐つ
く
百
つ
餞

日
く
ｎ

“
Ｈ
Ｏ
Ｈ
ｏ
自
缶

目
く
い
く
日
Ｓ
Ｐ
Ｈ
の
く
２
０
Ｎ
く
露
く
０
ロ
ロ
“

く
い
口
Ｌ

卜
Ｈ
Ｏ
●
“
菌
口
冒
口
＞
０
日

ｏ
Ｈ

“
　
　
自
く
０
０
″
“
い

卜
Ｈ
Ｏ
●
２
●
目
司
い

せ

　̈
　
　
　
“
０
里
【０
２

“
つ
里
目
い

く
“
く
０
●
２
口
い

く
り
つ
な

】
の
２
Ｈ
＞
０
“
餞

目
く
“
自
く
０

費
く
“
つ
い
く
“
面
ヽ
　
¨

Ｈ
Ｚ
く
“
日
鮎
目
く
０



Ｌ
尋

‥

書

ヨ

３
８

１̈

鬱

●
●
ヨ
一一
卜

“
“
‘
０
●
〓

”
”
■
一
，
３

一い
〓

一”
０
●
●

一
“
“
一
３

一
一

一
一
一
）
〕
“

，
Ｃ
●
，
●
　
ヨ
く
●
●
●

〓
‘
●

“
一い
一゙

〕
●

〓
‘
”
■
〓
〓
一
一
゛
‘
〓
０
”

●
〓
“
０
〓
〕
一

，０
，

η

lヽイ

/



苺   磐

|        .   :

| ‖ : :

桑

ｌ

ｉ

量

Ｊ

ｌ

ｌ

遍

８

，

１

１

ｌ

ξ

ｌ

ｌ

■

ｒ

ｉ

■

ａ

ｉ

〓
・

〓

‥

ｉ

ｌ

Ｊ

ｌ

ｌ

こ

ｆ

ｉ

ｌ

ｉ

ｌ

ｉ

コ
ー

１
ま
ｉ
薔
１
■
１
憂
轟
一‥
綺
＝
“

“
わ
“
ヨ
一

“
“
“
●
●
彙
壺
Ｆ

‘
゛
ヨ
〓

一゙
〓
一”
●
こ
●

】
”
」
二
，
】
“

“
一
〕
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

“
一
“
ヨ
■

“
“
“
●
●
〓
ｐ
”
“
‘
”
〓

一曇
〓
一い
０
こ
」
　
　
　
　
一

一
“
“
」
〓
，
【
“

〕
“
一〕
】
“

，
‘
Ｊ
つ
‘

・
一
“
ヨ
一
‘

一“
‘
●
　
　
　
　
「

“
一
゛
“
彙
ｒ
一
■
■
”
く
〓
む
″
〓
ヨ
「〓
●
¨
“
〓
“
〕
〓
壼
一
　
　
　
　
一

“
わ
“
一一一

“
“
く
●
●
〓
ｗ
一
く
い
０
■

一゙

２
一”
０
〓

|

|

|



０

●
趣
〓
“
”

●
“
‘
●
●
●
〕
”
●
●
コ
〓

３
〓

〓
５
こ
‘

Ｉ
Ｏ
こ
〓
一
”
“

“
”
中
一

●
●
壼
〓
一

“
“
く
０
●
８
〓

‘
口
，
２

一ｏ
〓
〓
〓
２
ｒ
一

（
〓
一
‘
〓
″
”
一

｝
一
一
Ｖ
“
〓

●
■
り
，
‘
　
●
‘
“
●
ら

な
“
●

●
い
０
」
■
ｒ
一
３
●
●
■
“
〓
５

一
ｎ
Ｃ
８
０
Ｈ

●
８
●
）
〓
〕
“

・曇
〓Ｅ
〓ヨ
３・‥
昴
Ｗ



一・
　

ィ
　

　

　

　

　

　

′

●
ヨ
こ
〓
●

■
一
一
‘
二
）
〓
一
”

こ
“
ョ
８

一
む
こ
¨
５
０
こ
こ

“
●
”
〓
”

“
“
く
０
●
〓
一
一
く
い
●
８

一”
２
一
”
●
Ｏ
Ｌ

〓
”
Ｌ
ヽ

”
“

‘

せ

●
５
■
〓
い

■
一
Ｃ
●
こ
）３
一
一
“
“
ヨ
３

一３
〓
〓
を
０
●
一

＾
“
”
」
な
¨
“
一

）
一
一
）
】
一

●
Ｃ
ヨ
つ
‘
　
ヨ
く
一
ヨ
●

２
●
０

し
一
゛
一い
】
Ｌ

〓
‘
■
■
〓
を
´
一一
こ
〓
●
一
‘
〓
‘
〕
〓
中
一

1

Oi:



一
●
ｒ
〓
卜
“
“
く
０
●
●
出
い

０
ヨ

凛

一い
な
一＞
●
彙
●

】
“
一
さ
″
Ｎ
ｅ

く
卜
一
●

“
●
■
一一
‘
“
“
●
●
〓
】
卜
“
い
一
〓
¨゙
〓
一，
０
●
●

（
〓
一
●
３
Ｎ
一
｝
“
）̈
口
“
，
Ｃ
コ
ヨ
ヽ
　
●
“
“
ヨ
一
〓
“
●

一
事
〓
“
‘
一露
二
●
〓
〓

〓
菫
壺
ｖ
ヽ
■
〓
“
υ
〓
〕
“

瑾
壇
――
――
＝
――
督

‥
―
……
重

l  il  響 :  踊

:    ‖  |

一
■
言
““・１
”“゙わ墨
・菫
轟
Ｗ

Ｆ

Ｉ



「
―
―
■

③

“
コ

■

”

“
”

ヽ
ま

薔

〓

‘
曖

巨

〓
轟

〓

２

Ｅ

〓
“
Ｏ
Ｌ
躊

“

‘
卜
い
Ｌ

・　
　
　
　

一
●
菫
〓
卜

‘
●
●
●
０
２

一
い

●
彗

〓

¨
曖
３
¨
”
●
●
一
　
　

　
　

一

一　
　
　
一
一
●
●
〓
■

一

）
“
一
●
“
●

●
●
〓
Ｆ
一
‘

，
■
“
Ｆ
一
〓
‘
０
　
　
　
一

●
３
３
一
●
８
●
〓
コ
一３

３
●
〓
０
”
“
４
■
）〓
〓
一　
　
　
一

一・・壼〓・・“‘・●〓一卜‘彗〓３２一”●ｒらヽ
一一一摯Ｆ　一



、
イ
ｔ
ｌ

ヽ

、

ヽ

１

１

■

く

一　
　
一
・・　
　
　
コ
′
一　
」
　
，一
．　
　
・　
　
　
　
一

一　　　，　　　一　一　　　一『一一， 」」」・　　　　“

一
●
●
一一
一

“
“
く
０
●
２
】
一

‘
゛
●
８

一一
２
一
卜
０
こ
●

じ
６
●
摯
“
“
く
Ｌ
こ

一
●
コ
一̈
い

く
“
く
０
●
〓
”
卜

く
り
，
〓

一い
〓
一
ン
０
こ
●

〔
“
“
‘
”
″
薇
」

一
“
”
一
日
〓

●
‘
‘
●
●

・
●
●
曇
”
ら

〓
“
●

〓
〓
二
●
〓
‘
●
５
一〓

〓
“
甕
一
“
●
■
３
二
〓
一

“
垂

‘
“
ヨ

〓

三

菫

菫

等

一“
１
ョ
　

　

ー

ま

麟

,     ――

十



1          .::  驚    饉

:.   :   ‖ .: :

I

〓
”
』
彗

“
“

‘
卜
〕
一

―
… … … …

― ―

・・―

一

+

“
●
■
Ｆ

‘
“
■
３
〓
」
卜
■
５
８
●
〓
≧
Ｉ
●

一
●
〓

一卜
“
“
■
●
●
〓
“
”
■
Ｓ

〓

一い
〓
一”
●
●
‘

＾
〓
”
●
〓
一”
●

一
“
一）
“
〓

，
Ｃ
●
０
」

・
つ
く
コ
０
‘

〓
“
●

“
〓

〓
一
‘

薔

Ｆ

ヽ
〓
〓

〓

菫
Ｉ
ｖ
”
●
２
●
）
〓
〕
“

彗
い・“Ｅ
】・ヨ
曇
菫
島
プ



“
，
〓
ヨ
ト

く
“
“
●
●
〓
“
一

く
む
０
●

一゙

８
一
ン
●
●
●

〓
菫

〓
〓

ｒ

〓

“
Ｄ
●
３
”

‘
“
‘
●
●
８
一
”

く
い
０
〓

一ｒ
〓
一
ン
●
こ
こ

（
‘
一
こ
Ｅ
”
ヽ
“

）
“
一
）
じ
３

●
■
一
●
‘

・
Ｄ
■
“
う
一

一４
●
●

●
一
゛
一
”
ｒ
一
〓
‘
”
“
“
〓
Ｆ

一
゛
‘
〓
０
■

‘
〓
●
υ
〓
〓

言

卜
‘
・
ヨ

ド

三

Ｅ

Ｅ

鬱

|・
1

ヽ



，
　

一
　

、

一
●
■
８

‘
一
ョ
８
〓
一
ヽ
，
３
８
〓
き
，
●
Ｅ

“
い
一
５
´
”
一

Ｃ
一
一
一

彎
〓
Ｆ

く
一
く
■
■

●

■
３
８
菫
〓
５
２
●

（
〓
”
●
屁
●
）
〓
一
“
〓
ヨ
ヨ
こ

　
つ
５
巨
一
３
３

彗
〓

〓

百

一
ヨ

‥

●

３

１

〓

望

〓

‥
〓ｃ言
３
３〓ｆ
ｅ
ｒ



ヽ
ど
つ
≫
ど
く
α
Ｏ
Ｏ

●
●
壼
ヨ

”

‘

●
●

●
●

●

一
■

“

，
コ
摯

一●
８

一
，

●
●
●

●
●
●
３

“
●

ｃ
ト
ロ
一

●
●
モ
〓

い

０

●
■

●
●

，

日
■

●

０
ヨ
８

一
●
〓

一
＞

●
●
‘

＾
ヨ

ｔ
〓

ｔ

〓
●
ヨ

●
５
Ｒ

３

５

〓

ξ
Ｅ

“
一
゛
一
彎
ｒ
一
８
く
を
ヽ
〓
〓
二

゛
‘
２
●

時

‘
〓
‘
υ
〓
〓

●墨
二
●３
８
一”‘奎
三
こ
ｒ
曇
響
ア

＼

＼

０

，



LAPIPIRAN II



“
Ｄ
里
目
い

く
“
く
０
●
〓
口
い

く
り
つ
〓

】
∽
〓
に
ｒ
Ｏ
“
餞

ｎ
Ｈ
Ｏ
日
目

つ
く
頭
Ｄ
飩
‐つ
く
口
ｂ
Ｌ

〓
く
∩

“
】
０
〓
嵩
【』

目
く
”
く
ヨ
Ｅ
Ｐ
【り
く
な
Ｏ
Ｎ
く
〓
Ｃ
Ｏ
〓
日
だ

０
■
く
０
“

】
り
く
Ｍ
Ｏ
ｎ
く

↑
Ｃ
〓
Ｈ
∩
“
０
０
Ｍ

目
Ｈい
Ｈい

な
く
∩

【
０
く
Ｍ
Ｏ
ｎ

卜
Ｈ
Ｏ
Ｎ
饂
口
“
里
【日
，
０
〓

∞
劇

　̈
　
ｎ
く
０
●
〓
く
い

い
Ｈ
Ｏ
Ｑ
〓
つ
目
く
い

寺

　̈
　
　
饂
０
〓
０
２

“
つ
里
目
い

く
“
く
０
●
〓
日
い

く
り
つ
〓

【
り
な
ド

０
“
』

】噸
ｓ
Ｅ
曰
く
∩

〓
く
だ
つ
い
く
“
口
』
　

目̈

〓
く
“
Ｈヽ

里
７
「ｎ



[

]

i

4
θ

8

選

3

3

3

,

3

〕 〕

Q

〕

じ し 0

1

l

言 :

妄

書

3

〕
R

〕

2

〕 〕 〕 〕

己

菫

ヱ

=
さ き

£

虔



R

塁

ヨ ヌ

:

■̈
こ
●
●
Ｅ
Ｅ
■
●

一
ョ
■
，
●
〓
晏
‘

〓
‘
奎
〓
暑
こ
こ

壺
〓
こ

|

| 1 ||| |

|

8

仝

さ

R

£

`

ヽ

ぢ

3

」

ξ

g

`

ぎ

,
8

`

ぢ 言

8

,
J

ぎ

κ i

う

菫 ゞ

S S
` `

:

:

5 も
[

]



お
´
‘
●も
コ

●
，
■
●
，
ど
ヽ
こ
ｔ
ョ
ｔ
一
●
●
●
■
劇
●
●

3

〓
髯
〓
，
奎

ｅ
●
〓

凛

ご
■
■

‘

３

５

●
■

ｌ

１
１

う
Ｅ
〓

ゴ
〓
●
〓
１

，
い
●
一●
５

・|

当

己

き

己

■

8

2

当
ど
2

西

0

8

こ

●|

斃
=
Q

ち

螢

当

己

当

己

３
８

〓
マ
螢

言

さ

●
´

〓

Ｓ

●
８

:

8

‘
ヨ
０

■́
つ
立
８

謹

屋

掟

屋

虔

震
“

R

ご
=P

虔
3

`
配

6

逮
`
さ

う

`
湿

う

` `
ど

`
●・

`

皇

ヨ

ヨ

||| | |

|

|

|



ｏ
も
〓
“
‥
‘
０
一よ

〓
３

ｌ
Ｂ
コ

〓
‘
■
■
¨

ユ
コ

〓
ヨ
Ｓ

●●

Ｆ
ｔ
，
き
凌

〓
‘
０
，
一

¨
■
８

●
３
■
●
１
‘
ヨ
●
ど

ヽ
２
，

１
月
■

〓
う
０
凛

メ 曽

〓
ヨ

百

●

菫́

８

〓
ｌ

Ｅ

Ｅ

■

８

Ｆ

ョ

‘

３

８

〓
週
も

３

■

歴

著
諄

８
１

慶

曽
●
題

●
●
ｅ

，
壺

営

０
語

旨
〓

ｒ

，
８

■
●
５

虫
Ｆ

Ｅ
“

●
■
２

●
Ｅ
コ
メ

ロ
〓
う
¨
●
Ｅ
●
Ｅ
１
０

●
〓
も
∞
ピ
ユ
●
Ｆ

３
８

１
■
つ

０
１

５

●
１

‥

醸

〓
ご

‥
Ｂ
コ

ー
８

１

凛

０
，
Ｐ
民
曼
●
３
，
Ｅ
，
撃

δ
〓
●
●
１
‘
５

●
Ｅ
Ｏ
■
〓
‘

Ｒ
‘
ξ
ヨ

●
●
〓
Ｅ
２
）
６
●
¨
―
●
Ｏ
Ｓ

，
Ａ
〓
〓
８

３
１
ｔ
ｙ

●
３
●
ξ
Ｏ
■

■
８

●
●
●
わ
■

，
つ
０
●
一３

０
●
Ｉ
ジ

８
●
Ｅ
Ｏ
■

●
■
●
〓
●
０
■

，
Ａ
〓
Ｅ
畠

０
揆

と

民

主

■

３

■

●

●
ι

菫

＾
碁

‘

●
●
●
●

コ

●

Ｅ

‘

ヽ
●
Ｅ

Ｆ

９
こ
‘
９

ｌ́
Ｉ
ｔ
，
撃

！
８

●
３
一
５

，
Ｉ
０
１
■
５

―

―

ヨ

ヨ

ー

ー

■

ヨ

ー

ー

■

ヨ

ー

ー

■

ヨ

ー

ー

■

ヨ

―
―
―
―
ロ

ー

ー

■

ヨ

―
―
―
渕
ヨ

ー
ー
ー
ー
呵

―
―
■
ヨ

‥
―
■
ヨ

ー
ー
＝
ヨ

―
―
■
ヨ

ー
ー
■
ヨ

―
―
―
コ
ヨ

ー
ー
■
ヨ

ー
ー
■
ヨ

ー
ー
■
ヨ

―
―
■
ヨ

ー
ー
■
ヨ つ

|

il

| [ |||

`
=
3

き

2

き

晏

お

0

8

3 0 0

き

ヽ ゆ

8

萬

ヽ 0 震

6
3

●

，
８

１
Ｐ
３
●

２
８

馬
０
０
お

３
５
０

●
●
０
ヽ
３
０ タ

=
2

ご
R

堂
2

震

0 3

メ

2

ご

R
蟹 ざ

ゆ

S

配
1̀

6

2

6

2
`
浸

`
遂

`
う 6

留

S 6

凛
`

S

妻

,

退

|

|

マ

5



ε E

増
8
,

き
,

曇

キ

3

2

ヨ

,

2

1

お

§ 会

:

|

0

0

〕

じ

=

S

6

S

6

S

9

0

6

S

0 6

:

詮
に

2 δ

R
ゞ

マ
ご

ι

ユ

2
“

=

5

マ
ど ど

2

ヒ

`

5 5
`

5
`

5 S 6
`

塗 ス



[
||

‥

―

■

1‖ .

―
―
―
” || ||| |

‖ ..||||′
|

| 劃紺蝋翻劃鼎J紺糊糊よ 1日 日J.









|| | | | | |

―
―
―
厠
引

―
―
―
ヨ
洲

Ｉ
Ｉ
Ｉ
”
ヨ

首 e

＝
癬
導
纂
蝉

: |

―
―
＝
ヨ

ー
‥
ロ
ヨ

ー
ー
＝
ヨ

‐
‐

■
‐
ョ

ー
ー
ロ
ヨ

| [ | ||

=

首

:

` 8

ヨ

ト
〔

〔，

■
５

|





‥

雪

ａ

ｌ
１

１

ュ

　

　

（１
〓
ョ 3 8

]

`

咎
ヒ

|

|

●
３
●
メ
〓
ち
ニ
オ

1

メ

,

０
●
も
〓
一
１
●
重
，
″



―
―
―
コ 醐欄1

＝
鐵
難
爾
柵
螂

―

Ｉ

Ｊ

Ｉ

Ｉ

■

―
―
■

―
―
■ 熱
鑽
鼈

8 ヽ
1

K
&

|
] J

―
―
晨
出
期
副
副
ヨ

JII日 日.
≧

越

ミ





"R

Ｒ

Ｉ
Ｉ
２

§ 盪

3

ゴ
0

:

・
‥

Ｅ

‥

星

・
漫

・
‥

湿

傷

‥

―

―

＝ | |

■
印
■

↓
■
―

■
■
ホ
♯
圭

榊 |

隷

ヽ

S じ

1

:
5
)

|

こ

= =

０
●
‘
〓
●■
●●
〓
ざ
″ヽ

０
●
‘
〓
ｒ

ｉ

〓
だ
脅







一
●■
■
，

=
]

Я

]

||

||

う 3

３́
壼
Ｐ

2



・| |

―
１

１

判

1

|

・| JJ JJJJ= | |

―
―
ヨ

ヽ

ヽ

£
』
:
1
1
ユ

壼

]

:

3







り .・ ココココリpョ ppppp

ヨ

ξ
ヨ

:

●
口
晏
〓
ピ
ユ
〓
Ｆ

〓

■̈
Ｅ
員
２
２

Ｅ
Ｆ
ヽ

5

1



=
|

:

リ ココ .

むヨhi
l～ |:
ヽ摯熱:
Lち ち:

|

::il
輝ヨぶi
ヽヨ議:
ヽヽヽP

l

:

＼



―
‥
―
コ
判
ｕ
Ч
刹
利
＝

|

―

―

■

ヨ

ー

１

１

ヨ

ー

１

１

ヨ

ー

Ｉ

Ｊ

ヨ

ー

１

１

■

|||||| ||||| | | |

遷

丁

キ | || ||| | ||

―
―
ロ
ヨ

ー
ー
ヨ
ヨ

ー

日

“

‐
‐

■
‐
Ｐ‐

‐
‥

■
‐
用

―
―
出
Ｈ

Ｉ

　

Ы
“

―

　

ヨ
Ｊ | i

:
:

を
ト
|

≧ を ヒ

,

,

撃

ヨ

曇



？
ロ
マ
に
，
卜
〓
ョ
ち
〓
８

●
３

２
Ｊ
ど

0

毯

曽

５
通

長
０
■
冒

″

〓

１

‘̈

温

Ｅ

ｌ

ｌ

こ

Ｅ
ミ

lLII.

・
―
・
―
韓
難
鳳
辮

聟
＝
摯
Ｌ
摯
〓
　
　
一
鶴
ｒ
謝
需

”̈事

儡
鑽
編[

奎
に

や

連
ヒ

0

毯

こ

3

ヒ ヒ

,

，

ｔ
〓
■
‥
〓
ゼ
黎

〓
‘
６
■
１
１
ギ
３
一

′

（“

喩
に
，
零

■
，
こ
８

‥
想
●
〓
震

i

=

:

＝
憎
Ⅶ
赳
可
―

■
―
‥

|

|

:

|



（５
曖
●
一
Ｉ
■
，
１
●
８

菫

i

い
ヽ
い
ロ

Ｒ
ゴ

B

暑

―
よ

酢

聾

熱

十

１

,コ リコヨ

蜃熟ヽ きき

`た

||ぶ
ヨヽ講いヽ
奎奎贅彗彗

T

:::i::
3ヽ雲
=ヨ

ヽ
色LLLL:

| |
|

■
８
呼
ヒ
５
●

2
晨
3

]   [

:    :
ξ    ξ

l    l

|
E

3

に
3
e

，
こ
Ｆ
Ｆ

Ｅ
Ｅ
ゼ
■

３
■
７
Ｆ

ｌ
ｌ
モ
２

コ

ξ

:

`

f

思      摯

＼



≦^

ヨ
Ｌ
Ｌ
¨
「
る
Ｃ
８

５
０
■
Ｉ
″

一
３
り
しヽ
，
い
■

ｔ́
ε
沢
¨
月
０
■
Ｉ
Ｐ

“^

Ｆ

一
Ｌ

「

題

層

８

５

星

Ｐ

厘

“ヽ
う̈
こ
し
，
一
¨
お
ｒ
ｔ
Ｅ
■
口
●
●
一
●ｔ
ｇ
オ

Ｓ^
で
』
り
，

■
●１
●
８

‥
０
●■

菫

９

一２

‥

８

３
７

，

厘

―
劃
到
―
―
―
―
―
劃
「
―
―
―
―
―

番 B

0
B

「
＝

＝

固

＝

劇

馴

判

＝

旧

圏

||| |

奎
生
E

さ

3

e

S

塾

S

省

マ

全 全

3

』

●
〓
，
メ
ご
ヨ
〓
Ｅ
沢
〕
〓
３
●■
■
よ

3 全

:

b う

=

0

０
■

旨

憚

月

〓

怪
，
〓

０
，
■
１
■
●
●
〓
メ
一一Ｐ

2 : B ユ



零

一●
，
Ｉ
８

１
■
●
う
一

:

●

ｌ

Ｅ

８

ぅ

Ｏ
ｌ

ｉ

８

■
‘
Ｉ
８

‥
０
■
Ｉ
こ

譴

震 ゛

●
Ｉ

よ

●
一１

‥

１

１

３

重

ヨ

ヨ

邑

‥

屋

Ｆ

§

重

‥

●
‥

短

ほ

に

瞬

ｌ
ｌ
“
ヨ
ヨ
割
期
副
Ч

―

―

‘

ヨ

■

■

『

ヨ

|

―
ゴ
作
聾
弊
藁
十
１

―
業

畔

耶

半

―

■
軸
轟
Ｉ

１１
．驀
苧

緑
難

つ

―
―
■
ｄ
副
斑
ヨ
Ч

ｌ
ｌ
＝
ヨ
副
ヨ
ヨ
Ч

Ｉ
Ｉ
■
ヨ
則
輛
ヨ
Ч

ｌ
ｌ
■
ヨ
則
■
ョ
割

―
―
■
訓
Ⅲ
■
ョ
ョ

―
―
ヨ
訓

―
―
ゴ
観

‥
―
コ
訓
ヨ圭

則
針

即
―

‐
‐

¨
‐
ョ

―
―

ヨ
却

霞
副

ヨ

T
―

―

ヨ

ｕ

８

■

調

ョ

日
■
刹
引
引
創

日
「
Ｒ
Ы
副
劇

日
，

■

■

討

FIFlf

畿
産

こ

一，
ｔ
Ｓ
８

●
３

●、
●
コ

「
‘
Ｉ
８

５
凛

っ
多
ヽ

■
′
し
，
こ
０

●
●
一
一
■
，
と

３̈
、
１
‘

●
Ｓ

．■
■
と

宰

2
|:

博
ヒ

2

３

■

Ｆ

，

重

七

一３
■
●
●
¨
●
●
‘
コ
，
ど

=

選

|

IJJ

8



Ｅ
Ｅ

‥

８

〓
口

■

腱

２
１
一■
１
８

‘
‘

Ｉ
Ｉ
Ｐ
一

望
‘

き

８

〓
澪

■
澤

¨
一Ｏ
ｉ
■
う
０
●
●
●

も́
ヨ
Ｐ

い
２
，
し
■
８

ｔ
Ｃ

ｔ
ｒ
２

ヽ
一
一■
，
こ
〓
０
●
●
一
、́
■
″

i

=

ご R
曼 =

3
8 g

:

緋
織
Ｗ

虚
ま

0

e
と

星

`

芝

全

3

全

3

虔
生

0

一ａ
ｔ
ｔ
Ａ
）
●
●
０
■
ｒ
ｒ

一２

１

８

５

ヨ

Ｆ

饗

２^

，
こ
８

焉
▼

〓

Ｉ

一２

２

８

５
漱

〓

″

2 2 ユ ユ 3

ヌ

3
せ

０
■
ｔ
‘
燿

●
●
●
●
さ
理

タ



腱

一口

者

８

〓
▼

，

凛

・
，

１

‘
・
。
‥

・
¨

・̈
‥

・
・
つ
‥

”
２
，
ｔ
，
８

〓
０
■
■
２
一

,
と

［
ヽ
一３

■ヽ
姜
６

●
●
０
●っ
塁
ど

塁

２

１

８

５

０
も

重

¨
・
・１

・
・
。
１

ぶ 0
8

8
8
ヽ

8

8

曽

″通
壼
ｉ
ｌ
，

●̈
ｒ
〓

，
ｓ
ａ

ｒ

●
コ
，
■
，
壺

Ｅ
３
っ

ョ

重

ゼ

＆

晏
〓

〓

５

■

１

ヨ

憑

Ｅ

，

選

漏

１

＾

・
‥

曾

ｌ

ｌ

ｉ

‥

！

〓
‥

・
‥

‥

―
―
―
■

―
―
―
厠
＝

―
―
―
ヨ
湘
赳
Ｎ
「
訓

―
Ｉ
Ｈ
Ｊ

剛
副
訓

―
―
「
「
ヽ
お
お

―
―
彗
留
副
ヨ

ー
ー
ヨ
ヨ
潮
朝

―
Ｉ
Ｊ
■
到
到

＝

翡

＝

韻

―
Ｉ

Ｈ

翻

劉

Ｊ

期

■

―
Ｉ

Ｊ

ヨ

割

酬

■

■

―
―

暮

剖

■

Ｊ

■

■

―
―

ヨ
割

ｑ
到

Ｈ

虚
ヒ

3

虔
ヒ

己

堂
ま

餃 こ

全
壼

0

口

拿

ヒ

３

一

と

ヽ

金
ヒ

3

「
〓
‘
８

〓
０
〓
Ｉ
と

凛

ｔ

ｌ

８

‥

▼

一壼

凛

電

‥

８

１

●
１

湮

一２

ｇ

８

‥

ョ

彗

ど

一２

，

お

〓
▼

■

震

底 せ 螢

8
●

Ё L こ

0

毬

ご

ヒ

，
■
〓
■
‥
〓
メ
５
●

ｏ
●
も
〓
■
１
●
コ
，
こ

０
●
う
場
一
偏
●，
ｔ
●
●

〓
〓
こ
Ｆ

●
〓
■
ヽ
ど

ｏ
ｌ

・
・
■
・
・
●
・
メ
漫

●
■
旨
●

〓
１
こ
し
∝

合
も
〓
■
，
１
を
さ

０
●
■
●
Ｆ

●
〓
■
一ｔ
一

|ミ

Ω
■
１
こ
‘
沢
¨
号
や
〓
Ｆ
一オ

=
]

:

!

| |

|
| |

,



=
1

0

]

3

』

Ｈ
赫

識

Ｗ
|

J |

=

κ
螢
ヒ

C

虚

=
Q

壼

一２

僣

８

，
７

１

画

|
拌
に ヒ

3

軍

= 2 3

９
‘
１
■
１
●
コ
‘
聟

０
●
も
〓
一
５
●９
，
オ

〓

も
〓
一
１
●
コ
●
２

，
■
〓
¨
〓
〓
ゼ
厘

皇 |

ヽ



卜
Ｐ
，
１
●
８

●
■

■
Ｉ
震

曽

一Ｅ

‥

８

５
Ｂ

〓

夏

ヽ
〓
，
１
、
８

£
●
‘
■
■

”
〓
，
ぉ
ε
８

●
”
０
■
ｒ
Ｔ

,

1
, 0

:

ｉ

，

一〓
１

０
ｊ

ｌ

・
聖

・
ｉ

| | |
|

―
―
―
引
＝
割
副
ヨ
劇

こ

螢
こ ヒ

―
―
―
―
―
コ
ロ
圏
ヨ
■
―
―
―
―
―

一２

■
●
８

‥
１

■

理

■
‘
ｇ
■
８

●
●
Ｏ
ｉ
Ｆ
″

豊 3 じ
」
)

―
―
―
―
コ
創
到
―
―
―
―

21



:

―
―

■

―
Ｉ

Ｊ

Ｉ
Ｉ

■ |

[

紺
苛 [

| |||IJ.

―
―
―
■
國
目
日
Ｊ
ヨ

一０
■
，、
数
］
●
●
０
一も
〓
″

|

３
‘
●
ｒ

●
〓
コ
●
震



資

‘̈

‥

８

６
７

■

凛

然

§

―
―

―

ヨ

ー
ー

■

ヨ

ー
ー

■

ヨ

１
１
■
ヨ

ー
ー
■
ヨ

ー
ー
■
引

ｌ
ｌ
Ｊ
ヨ

ー
ー
■
副

―
―
■
副

―
―
＝
ヨ

ー
ー
＝
ヨ

ー
ー
■
ヨ

ー
ー
■
ヨ

ー

‥
■
“

１

１
■
“

ｌ
ｌ
ヨ
調

―
―
■
訓

―
―
―
コ
詞

「 ―
―
コ
Ｊ
則
コ
願
訓

‐
‐

一
‐
Ｈ

‥

‐

■
‐

Ｆ‐

―
―
日
副

―
Ｉ
Ｊ
＝

―
ｌ
ｊ
Ｈ

JJJJJJJJJ:

―
―

日

引

―
Ｉ
Ｈ
■
齢
■
Ｈ

蒸

ヒ

瑳 己 2

「

壕
●
８

１
■
●
う
ヽ

ヽ
豊
き

る

０
●
■
●
●
■
１
１
〓
ヽ
こ

辱

[[

|

1

1

:

|



, お

ヨ

ヨ

ヨ e ゴ

:

| |

―
主

韮

撃

上
謳
非
墾

,̀

昼 ゴ
含

g

,

3

ヨ

串

己

一

!

,

8

: 雰

]
タ

3
,

ぢ
５

，

３

一一
ａ

一

|

`
|

2

笙
塾

, ,



3

,

1
=

P

6

]

●
ど

●
重

●
３

●
１

●
３

|

|

＝
紺

皿
Ⅳ

1日J日

| 日JJJJJ

|

|

ヽ
3

η
: :

ヨ

,
マ

|

, : ,
S

ス



」
, ,

3 ヨ

1

1

ヽ

3

:

| | ||||||| |

■
■
Ｉ

■
■
―

■
半
計
■
士

Ｔ
論
計
十
壺

|

) 3 じ

g

ヽ

3
, , ,

2 S

2

ヽ



計

8
=

ヨ

ヨ お ユ

コ

| |
| 鶉

扮

|

●
＾
８
１
ｈ
Ｌ
　
　
【
』

メ
蔵
』

|

| |

全 全

―
―

―

ｌ

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

・
―

副

日

引

■

3
,

二
,

ユ

,
,

8

|

3 2 a

2 Iョ            ~ Iョ





零

ユ
ゴ
B

摯

§ B

埓

●
〓

口

‥

通

長

重

Ｆ

Ａ

一
３

一
ど

曽

■

つ

ま

1 i

・
ｌ

！

，
ュ
ヨ
な

●
〓
こ

●
め
〓
う
ｏ
●
●
〓
■
こ
＊
〓
■
一●

な
菫
Ｆ

３
と

ｏ
●
Ｅ
つ
●
Ｅ
，
こ
０
，

〓
３
５

‥

３

重
´
・
‥

‘

・
‥

３

ｆ

劇ィ・・ |

―
―
Ｉ
Ｊ
判

―
―
■
■

―
Ｉ
Л
Ｊ

Ｉ
　
　
ゴ
■

・―
―
―
● 廿に

―

―

■

―

―

■

―
Ｉ
Ｈ
劇

―
Ｉ
Ｈ
Ｈ ||

―
―
日
Ｈ ヨ||: || 酬紺蝋酬

―
―
「
「
「

―
―
＝
「
湖

―
―
コ
Ｈ

Ｉ
Ｉ
ヨ
Ｈ

―
―
日
■

受 壺 0 φ 0

―
―
―
Ｉ
Ｊ
９
■
ョ
且 [

毬

¶
謝

――Ｉ

Ⅲ

Ⅷ

Ⅲ

洲

―――Ｉ

Ⅲ

酬

制

劃

Ⅲ

ＩＩＩＩ

Ⅲ

酬

醐

醐

―
―
―
―
―
＝
引
＝
到
「
劃
引
「
―
―
―
Ｉ
Л
到
―
―
―
―
―
刊
＝
＝
＝
目
＝
劇
閉
田
「
旧
旧
網
Ｈ
＝
＝
１１
＝

|

|
|||

|

||||

,|・・|



8

8 3

ぶ
ぎ 8

8

●
喜
●
一
５

ョ́
●
３
皇

ば
〓
″

●
コ
星

●３
３
●

―
―
■
訓 J ・| ]]]]]lilJョIJJJJJJョIJJJJ

―
―

日

嘲

―
―
―
］
「J

―
―
「
日

―

ゴ

―

　

こ

菫

―
―

ヨ

測

―
―
ヨ
Ы

ｌ
ｌ
ヨ
団 IJ|:|を

副]]割剛到到到到]:
JJJ]]]]]]謳

並 = こ

ロ

:

・

‥

一
受

‥

‥

・
編

一

‥
」

8 メ 惨 8

:

量

５
８

‥

重

‥

３

‥

・
浸

・
…́

・
１

| [ || J|

| 」
判
ゴ
■
ｑ
斑
”

「
|

|

|

2



壼

1 ざ S g 3
」

=
3

髯

8

:

ｌ

ｒ

ｔ

漫

５

Ｅ

，

Ｉ

聖

嬌

Ｐ

ｒ

ｅ
ｐ

●
１

１

，

受

，

３

|
| |||| ||

|

| |
|

―
―
日

|

J

凸

i
当 並 壺 並

`
:

`
菫

虔

`

|

一　
…
」

3 8 8 | 3 1豊 8





１

１

ョ

Ｅ

，

１

二

　

　

一こ

●ョ

8 R

:

1

1

―

枷
・
コ

|

|

詮

3



妻

ヨ 晟
0

●
８
，
Ｅ
Ｏ
■

一３
ε
‘
＾
鳳
■
■
“
ヨ
捏
■
ヽ
わ
〓
〓
ε
３
重

〓
菫
ら

一■
〓
“
３

こ̈

●
Ｉ
Ｉ
ｔ
●
３
，
〓
一●
■
一
ｏ
わ
´

●
■
■
●
８
３

鰊
―
―
―
判
鳳
剛
ヨ
Ｎ
電

lH‖ ‖

奎



撃

ヨ

:

Ｔ
Ｉ

|

|

`

,





=
彎

:
妥

ョ

＊
ε

、

■
，
■

諄

留

七

１

‥

二
塁

１

１

●
０
●

●
Ｂ
ヨ

あ

〓
う

●
５

，

Ｖ

ｌ

８

ョ

●

〓
髯

諫

―
―
―
―
ヨ
「
Ｊ
劉
Ｊ
Ｎ
゛
一
」
「
「

|

圭 菫

う

1



晏

畷
ユ

凝

こ

ヨ ヽ

摯
8

:

,

督

|

―

中

韮

挿

雫

―

Ｈ
阻
朧
殷
眸
―
』
ｌ
．

Ｈ

織

轟

Π

|

|

|

|



ま

毬 蒸

饉

‥

・こ

ｉ

ｌ

菫

ξ

‥

‥

…

‥

―
―
■
ヨ
ヨ
■
謝
訓

JJ‖ J [ JJJJ
りに

‥
Ｉ
Ｈ
到 |||よ FI‐IJJJJJJJJJ』 JJ壼 |:

日[

虔

釜
| 奎

ｇ
ｒ
歯
ユ
〓
姜
ヽ
日

〓
１
８
，
一
〓
綸

一
３

８
■
〓
撃
■

８ヽ

〓
〓
星
〓
‘
Ｅ
●

Ｏ
ａ

，
１
■
■
モ
ー

‥
〓
こ
と

，
●
一

‥

雲

ヨ

Ｅ

ｌ

ｌ

ュ

　

　

一こ

●１

:

1

l

1



1
ご

3

:

●
ユ
凛

〓
一星

烏

“
コ

０渥
ョ
ど
層
」―
―
―
■

丼
帥
乱

墾
―
―
‐

鷲
＝
十
＝
輩

一―

|

び 受 じ 並 受 t 0 じ

:

屋
a
ニ

重

ξヨ

:

ξ
ヌ
聾

二

遷詈 8 6 S 憑

Ｅ

●
ξ

一

::

:: : :

: !

: :

―■

::

: i

::

: i

::

: :

::

[:

― 重

: :

::

::

: :

::

:i

::

: :

::

: :

3

ヽ



,

: 8

B
8

,

●
曽
と

●
，
，
こ
０
）

１
●
８

●
ｅ

:

:

[

:

::
―
―
淵
■
湘
副
載
可

―
―
非
群
語
塾

１
１
熱
訃
諄
墓

丁
―

[ | | |

|

綸

じ 彗 :

3
壼

(

|

::

: i

::

: i

::

: :

::

: i

: :

: :

::

: :

::

::

::

::

::

: :

::

: i

8

ヽ





2

:

ヽ

,

3

R

ぶ
タ
3 屎 8

,

:

曽
も
，

者
一Ｆ

Ｅ
■
３

‘
Ｆ
ａ

ｒ
〓
，
¨
５
，
■
奎
菫
５
８
■

Ｈ

織

緋

可

熱

帯
| |

6

R

び 予

腱



景

ヽ

8

格

ド

●
１

１

蔓

饉

１

一●
〓

Ｅ
費

１

ｌ

ｅ

ｌ

ｌ

奎

″

旨
■

ど

凛

員

種

〓

２

１

，

一■
″

| 鐵
辮
祓

0

螢

ミ
単

虔

霊

虔

お

8

受

曇
壺

０
３

０
３

●●
〓
ｉ
理
１
，
―
ミ
モ
よ

〓
綸

‥

ヨ

´
ａ

〓
督
〓
〓
●
８

１
〓
嘔
ど

菫
綸

，

３

３

畠

，

‥

‥

…́

，
お

，

■

３

昌

，

ｔ

●

３

，

■

●

３

ハ
ａ

Ｅ

〓

砲

〓

８

，

重

，
ど

，
蕊

０
メ

●
３
■
●
■
，
ｔ
●
〓
●
コ
，
こ

●
具
ヽ

8 8 毬 |

菫

ヨ

:

熱

帯
網
贈

潤
＝

,



薔

８

曽
■
一́

¨
１
き
●
豊

〓́
■
●
３
３
■

●
コ
ー

Ｌ
薔
〓
“
Ｆ
一屋

1.
1lp[IJ ]]JJJJJJJョ IJ:

―
―
■
計

―
―
■
ヨ

―
―
●
ＦＩ

‐
‐

■
‐
ョ

―
―
「
日

―
―
「
＝

―
―
口
Ｈ

Ｉ
Ｉ
＝
Ｈ

‐
‐

一
‐
Ｈ
J

―
Ｉ
Ы
盟

副
ヨ
＝

―
―
ヨ
■
■
■
劇

―
Ｉ
Ｊ
劇
副
Ｈ
訓

|

，

，

Ｆ

●
ａ

〓
彗
〓
■
■
８

１
１
ゼ
２

８
β

ヽ

=
J

』

世

:

―
―
■
詳
絆
市
出

|
|

[
‖

|

tl

|



8

C R

8

:

，
３
電
こ

豊

じ こ

`

3 じ

き

,

8

,

`

,

:

ヌ

重

ゝ

ヽ



8 ズ

8

)

電

|
＝
蠅
Ｗ

| 齢

彎
|

| | | | |

金 豊 釜

1

:

ヌ

員

:署

EE
,コ

II
還3

|

:

晨

: :

:

::

:

: :

[

姜

::

2

::

[

:

: :

5

1

: :

2

i :

| B

ヽ



´
８

■̈
，

厳

Ｂ

´
口

一

―
―
―
卜
Ｌ
”
■
ト
ル
■
―
―
卜
ｒ

―
―
針
翌
詐
郡
Ｔ
Ｉ

貪―
―
＝
ｄ
組
ヨ
■
■

―
―
淵
■
■
朝
ゴ
瑚

―
―
淵
■
赳
劇
潮
＝

―
―
瀾
■
副
嗜
却
ョ

ー
ー
＝
Ｊ
湘
劇
却
ヨ

ー
ー
■
引
輛
湖
期
観

―
―
＝
■
調
州
期
観

―
―
＝
ヨ
割
潮
ヨ
翻

―
―
＝
訓
胤
翻
ゴ
朝

―
―
■
ヨ
覆
副
ヨ
朝

―
―
■
訓
ヨ
州
Ｊ
観

―
―
■
副
馴
潮
Ы
翻

―
―
■
訓
針
耐
ゴ
翻

―
―
■
ヨ
副
引
ヨ
副

―
―
―
■
軸
剛
ヨ
観

―
―
―
■
団
劇
ヨ
酬

―
―
―
ヨ
団
劇
Ｊ
翻

―
―
ヨ
訓
副
ョ
司
∃

―
―
―
ヨ
ヨ
雷
■
引

―
―
―
封
■
■
事
側

―
―
―
ヨ
ヨ
＝
ヨ
測

―
―
―
ヨ
Ы
割
ヨ
測

W [1, 1

E

ヨ

霊

タ



毬
8

3

毬

毬

―

１

１

劇

―
ｌ
ｌ
判
Ы
引
到

―
―
ｌ
ｑ
＝
ヨ
到

―
１
１
■
知
引
■

―
１
１
■
ｕ
コ
＝

―
１
１
到

―
Ｉ
Ｈ
引
劇
困
却
到

―
―

日
副

―
Ｉ

Ｊ
Π

Ｉ
Ｉ

Ｊ
用

―
Ｉ

Ｊ
Π

こ

ヽ

受

つ
く

0

メ

こ

1

:

ｌ

ｌ

コ

―
―
■
＝
↓
＝
壺

Ｈ
識

識

Ｗ

＝
緋

織

Ｗ

―
―

―
イ

甜
出
許
塾

| |

1

1

ペ



3

8

「

:

ロ

●

:





毬

退
κ
g § ●

●
１
８
菫

一
●

ョ

２

●
●

―

重

ユ

ど

な

ョ

ー

コ

凛

曽
撃

暑

層

遭

●
慶

Ｅ

Ｅ

２

】

ヽ

こ

Ｓ

Ｉ

〓

‥

ヨ

童

凛

Ｆ

週

凛

ソ曼

，
ｔ
〓
″

〓
一２

３
，
●
●
田
●
Ｉ
ど
ち
ｅ
■
１
●
●
Ｅ
Ｓ
，

ご
■
〓

３

●
，
，
ｔ
，
■

●、
Ｓ

・|
―
―
■
■

―
―
■
判

‥
　
　
コ
¨

１
　
　
■
¨

１

　

■

¨

１
１
■
ヨ

ー

　

ゴ

一

―

　

ゴ

¨

―
―
■
ヨ

ー

　

■

¨

―
１
４
■

―
―
■
赳
JJJJ‖ |

―
―
＝
ヨ

―

１

１

劇

「
J

・| JII日J日J L JJ I日 J.

湾
受

書
釜

≧
単

置
単 M

,

こ

8 8 8

ヽ`





R

壼 :

ｏ
お
長
奎

，

ｔ
ａ

‥
う
■
っ

。
■
メ
一●
，

〓
あ

〓
‘
■
ヽ

| | J ‖JIII‖ .

JJ‖JJJ

1

,

圭 & ■ &

:
Ｆ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
１
１
１
１
卜
に

ユ́

〓

Ｅ
〓
「
ど

饗

●
Ｅ
ゝ

⊇
″

:
■
目
目
蝙
■
旧 :

,

ど
:
ど



一‥

営
ヨ

Ｅ

饉

重

二

　

　

１^

１
５

8 8
3

3

:

彗

督

，
日

１
５

■

,

‐|
―
―
卦

訓
引
墨

―
―
■
＝
淋
訴
壺

１
１
非
計
計
墾

＝

鐵

動

| [ | | | | ||||| | ||

& & &

1

`

1

,
[

こ
3

ヌ

よ

全



ヨ

薔 ま お

:

|

」 |

―
―
―
イ
■
“
副
司
副
割

|
|

| |

１
１
非
訃
針
摯

|

―
■
計
計
卦
彙

|

１
１
非
ま
針
彙

| | T | | [

―
―
ロ | | | |

饉 生

ゼ

饉 笙

袋

, 暑
こ よ

ゝ

ま

,
専

=

黙

＼





＼
ヽ

]

3
6

:

|
Ｔ

Ｉ |

【

を

ユ

―
―
―
―
Ｉ
Ｊ
■
瑠
コ
「
―
―
―
―
―

=

●
●
ｉ
む
，
こ

営

會



,

3

:

ａ

ユ
３

●
●
ヌ
「
ア
こ
∝
も
も
〓
●
〓
‘
〓
こ
‘
、■
ヽ
ョ
タ

―
―
―
イ
■
鴫
割
剌
利
副

ｌ
ｌ
■
ｆ
＝
■
壺

許
＝
郡
壺

Ｔ
Ｉ | | |

麗 差

,

,

3 雲



8

|」」」」」」」」」」」J」」」」」」」」」」」」||
廷

i L

“

0

t |寿宅1等にには1表 IJ想に|:|むに1芸1委IFに |:

ま

=こ
こ

:

=

:

|

Ｔ
！



J
V

:

，
■
，
〓
２
）
ｔ
●
０
●́）
●
颯
“
３
畠

０
●
■
１
●
う
〓
Ｏ
ｉ
¨
●
●
お
３

，
Ｌ
歯

ヽ
，
５
¨
■
ｏ
●
８

||| ||

―
―
―
ヨ

|| 「
ヽヨ

|」JJJJ」 J」 i :IFIFIJJJJJJJJョ IJ,

―
―

日

副

"

を

1

【

,

`







いヽに⊃ヌ〓↑



LAMPIRAN III



C
0

●●

ゝ

理
●
コ
●

=

a

0
N

[:言
c   
・
E    C

ど &E

:き
,も

:遍
C   
・
こ

こ  こ

Sゴ 馬

:ξ言
1:理

EE::

::::

品  ・お 馬
8■

三磐
箕0

ξ壺
_●      _

E重
L ∽

菫喜

●
Ｃ

”
●
〓
”
」
●
Ｌ

一
Ｏ
Ｃ

●
〕
ｎ
Ｃ
一

”
〓
●
０

Ｌ
●
Ｏ
Ｅ

５
０

（●
０
一●
●
●
コ
”
】

ヽ
Ｃ
“
“●
Ｅ
●
●
●
】
｝

一一
“〓
０
●

卜
∞
Ｏ
Ｎ
‐卜
Ｈ
Ｏ
α

口
つ
薔
く
↑

麟
い
里
Ｆ
い

く
“
く
０
０
日
自
Ｆ

ｄ
り
つ
費

】０
ロ
ピ
２
０
“
魚

ｎ
Ｈ
Ｏ
日
Ｍ

つ
く
口
Ｄ
Ｌ
‥つ
く
百
Ｄ
鮎

協
く
ｎ

“
【
】
∽
日
Ｌ

目
く
い
く
口
里
Ｆ

Ｈ
Ｏ
く
口
０
い

く
費
く
０
〓
日
“

】顧
く
“
０
０
“
』

】雨
く
圏
Ｈ
∩
着
Ｈ

卜
Ｈ
Ｏ
Ｑ

“
自
ロ
ロ

自
＞
０
な

ｏ
Ｈ
　

”
　

　

貞
く
０
０
■
く
い

卜
可
Ｏ
α

費
つ
目
く
い

せ
　

　̈
　
　
　
“
０
目

０
日

“
つ
里
冒
い

く
“
く
０
●
躊
口
い

く
り
つ
猛

Ｈ
り
〓
Ｈ
＞
０
饂
缶

目
可
“
曰
く
∩

費
く
“
Ｄ
い
く
“
自
缶
　
“
　

目
日
〓
く
“
Ｈ
缶
里
ａ
Ｊ

●
Ｃ
Ｅ
”
“
⊃
　
Ｆ
』
”
」
“
０
」
Ｌ



一∽
Ｃ
一＞
０
」
」

こ
】
０

、」
】
】

一∽
Ｃ
一＞
０
」
」

に
）
の

ご

Ｙ
〉

一∽
Ｅ
一＞
ｏ
」
」

α
】
ａ

、こ
ｙ
〉

と
・
E

ゴ|

一∽
Ｃ
一＞
０
」
ヽ

」
】
ぬ

、
こ
〉
】

一∽
Ｃ
一＞
０
」
」

Ｏ
ｖ
ａ

」ヽ
〉
〉

●
一
∽
●
３

∽

ぬヽ

∞
」
く

、２

∞
」
く

，

コ

、“
“
∽
●
≫
ｐ
∽

●ヽ
∞
一
く

、Ｚ
め
に
く

〓

ヨ

、●
一
０
●
”
＞
∽

、０
め
こ
く

、２
●
」
く

一２
∽
コ

口ヽ
∞
Ｌ
く

Ｚヽ
∞
」
く

て
ご
∽
コ

、０
“
Ｌ
く

、２

●
」
く

ｃ′
∽
コ

０ヽ
∞
こ
く

、２
め
」
＜

ト
ト
Ｚ

一∽
‘

＞
０
」
こ

ト
ト
２

一∽
ｆ

＞
０
」
こ

ト
ト

２

一∽
ｃ
一＞
０
」
０

ト
ト
２

一い
ｆ

＞
０
」
」

ト
ト
Ｚ

一ｏ
Ｅ

＞
ｏ
」
こ

ト
ト
Ｚ

一∽
ｆ

＞
ｏ
」
こ

一５
●
一　
●
卜
●
０
一０
ぅ
０
　
一い
ｏ
メ
一」一∽』ｏ
＞
一●

Ｃ
●
二
一Ｃ
ｏ
Ｏ
」ｏ
α
“ｏ
一
５
α
　
一∽
●
゛
〓
“
〓
＞
ｏ
∝

″
ぅ
●
一
●
ゝ
●
０
一〇
５
０

一
ｏ
●
工
　
●
ぃ
ｏ
一Ｃ

Ｏ
一
●
”

∽
０
い
Ｏ
Ｌ
ａ
　
Ｃ
●
ｏ
一
“
ｃ
Ｏ
こ

０
●
〓
”
Ｃ
●
“　
Ｃ
●
Ｃ
●
ｙ
ｔ
●
０

ｃ
，
●
一“
０
〓
０
「
●
。
（８
●
●
ｅ
Ｌ
一ｔ
ｏ
Ｅ
●
ぃ
Ｏ
ｃ
ｏ
ミ

一「ｏ
∞
）
Ｃ
●
″５
（Ｃ
●
一０
ま」●
∞
　
‘
●
Ｃ
●
〓
て
ｏ
こ

〓
３
垂
“」」
Ｃ
●
５
０
Ｃ
●
こ
　
‘
ｏ
Ｃ
コ
一３
卜
●
０
こ

Ｃ̈
●
０
●
髯
“
Ｃ
●
ゲ

一一
〓
ぅ
０
●
こ
Ｏ
　
Ｅ
”
〓
“
”
メ
∞
Ｃ
一Ｃ
Ｏ
Ｅ

〓
３
一こ
ぅ
　
こ
‘
“
Ｃ
コ
ｙ
“
Ｃ
〓
‘
ｏ
Ｅ
ｏ
」
Ｃ
‘
一

一
一“夕
５
０
０
」
α
“
Ｃ
●
卜
。
■
〓
“
Ｃ
●
“
“●
一●
　
一０
●
゛
〓
●
〓
＞
０
こ

Ｃ̈
●
メ
ニ
０
一ｏ
Ｏ
」
０
」
一一

“
Ｃ
●
ゝ

Ｃ
●
住
●
〓
“
‘
●
響

‘
●
ア
こ
ぅ
い
Ｃ
●
“
Ｃ
ｏ
「

一０
●
一
●
●

０
●
〓
”
Ｃ
●
夕
一
０
一Ｏ

Ｃ
Ｏ
「

Ｃヽ
●
¨
●
一

一ヽ●
α
●
〓

Ｅ

一
ｏ
Ｅ

´
●
０
●
〓

い
髯

一め
●
０
●
メ

ｃ
Ｏ
「

‘
●
一Ｅ

ニ

タ
コ
”
‘
ｏ
一

Ｅ

ｏ
一●
一
　
Ｃ
●
コ
タ
‘
●
一
　
Ｅ
●
〓
ｏ
一
ε

ｏ
こ

ゝ

41

●

ト

ン

く
エ

≦

一
Ｃ
●
い
ｏ
生
”
゛
〕

一
●
ｏ
』
ｏ
Ｅ

Ｏ
「

ｃ
●
■

い
一
”
●
一
ｏ
Ｌ

ｏ
●
ｏ
●

■
３
い

ヽ
■
‘
』
ｏ
●

ｏ
「

“
ぉ
０

“^
“
“
一
Ｃ
ａ

●
●
ｏ
日

●
ョ
い

ヽ
〔
●
●
い
●
一
Ｏ
ｏ
一

一
一“
●
一Ｏ
Ｌ

“
●
ｏ
”

一
３
６

ヽ
ｏ
一
”
●
一
ｏ
Ｌ

ｏ
Ｃ
ｏ
腱

一
３
ｏ

ヽ

●
●
〓
“
Ｃ
●
卜

●
●
“
“
〓
一
』
ｏ
」

ｏ
Ｆ
Ｏ
Ｎ

で

一●
〓

Ｃ
ヨ
‘
膠
卜
一
一〓

」
Ｃ
〓
く
い

"

（ｏ
〓
Ｃ
〓
〓
“卜
）
〓
●
Ｃ
〓
こ
Ｆ

守

（ｏ
〓
Ｃ
●
〓
●
卜
）
Ｏ
Ｌ
こ
〓
く
ト

●

“要
」̈
』繋
ｏ
誨囃
警

●
Ｆ
Ｃ
●
“
⊃

一Ｅ
一●
Ｌ
”
０
」
‘

2
Ｎ
．”



一∽
Ｃ
一＞
０
」
ヽ

Ｌ
）
０

、」
】
Ｖ

一∽
Ｃ
一＞
。
」
」

一
】
０

」ヽ
】
Ｖ

一∽
Ｃ
一＞
０
」
」

」
ｙ
●

一∽
Ｃ
一＞
ｏ
」
」

」
】
０

一∽
Ｃ
一＞
０
」
Ｌ

こ
〉
０

ご

】
〉

一∽
Ｃ
一ン
０
」
」

こ
〉
ぬ

、こ
ｙ
Ｙ

て
ピ
∽
コ

、
０
∞
α
く

２ヽ

●
」
く

Σ

ヨ

０ヽ
一
∽
●
３
∽

０ヽ
“
」
く

、Ｚ
“
こ
く

Σ
ヨ

●ヽ
“０
０
３
∽

、
Ｏ
ｍ
●
く

、２

∞
Ｌ
く

ヽ
‘
∽
ョ

、●
υ
∽
０
”，
一

０ヽ
∞
α
く

２ヽ
め
Ｌ
く

ヽ
‘
∽
コ

●ヽ
一
∽
０
”
，
∽

●ヽ
ぬ
Ｌ
く

２ヽ
●
こ
く

ヽ
‘
∽
コ

ヽ
●
押
ｏ
●
２
，
∽

、
０

め
Ｌ
く

２ヽ

一
」
＜

ト
ト
２

●
‘

＞
０
」
ａ

ト
ト
２

一∽
‘
一＞
ｐ
一こ

ト
ト
２

一゙
〓
一＞
ｏ
」
こ

ト
ト
Ｚ

一ｏ
〓
一＞
ｏ
」
に

ト
ト
２

覇
‘

≧
ピ

こ

ト
ト
２

●
‘

＞
ｏ
」
こ

い　
Ｃ
一
０
●
メ
∞
Ｃ
“
Ｃ
ｏ
α

∽
●
一
一２

壺

０

●
Ｅ

理

ｏ
ぃ

●
“
”
●
Ｅ

聖

●
い
ｏ
メ

一
¨
二

ｃ
ｏ
Ｅ

Ｃ
Ｃ
Ｏ
　
、ｏ
メ
Ｃ
Ｃ
一ぃ
０
，
』
６
一
』
０
い

一●
。
●
〓

Ｃ
●
Ｏ

Ｃ
Ｃ
〓
一

０
●
〓
“
Ｃ
●
Ｃ
ｏ
。

”
●
一０
　
一〓
一０
つ
」
０
」
Ｅ

。
Ｃ
」

ご
ｏ
Ｏ
●
メ

ｃ
一∽
Ｏ
Ｅ

　
ｃ
●
〓
一∽
“
Ｃ
ョ
Ｌ
と
０
こ
Ｅ

Ｃヽ
●
メ
一　
０
●
メ
“
Ｃ
●
Ｃ
ｏ
Ｅ

一●
〓

Ｃ
Ｃ
●
一。
一
一
Ｃ
●
＞
０
一〇
Ｃ
　
Ｃ
●
〓
α
‘
」
。
」
０
一
０
〓

Ｃ
ｏ
「
　
Ｃ
●
●
。
Ｅ

●
Ｅ

Ｏ
〓
　
ｃ
●
″
。
〓
“
Ｃ
一
Ｃ
。
こ

´
」
Ｌ

Ｃ
Ｏ
“
Ｃ
●
Ｏ
Ｅ

Ｏ
”
Ｃ
。
。

ｃ
●
一
　
Ｃ
●
Ｃ
ぅ
“
Ｃ
●
Ｏ
Ｅ

Ｏ
こ

Ｃ
●
ゝ
●
一ｏ
Ｃ
　
Ｄ
Ｅ

●
〓

Ｃ
●
０

一ｏ
。
●
〓
　
Ｃ
Ｃ
●
Ｏ
Ｃ
●
Ｃ
●
０

こ
ｏ
一
　
・Ｃ
Ｏ
」
●
一
卜
●
Ｏ
Ｃ
Ｏ
」

・Ｃ
●
α
Ｏ
〓
¨
Ｃ
●
］

〓
゛
●
〓

０
●
〓
一●
５
ｙ
　
●
∞
●
一●
ｏ
‘
一
メ
コ
“
●
ぅ
　
。
●
〓
¨
Ｃ
●
“

●
ｏ
ぃ
ｏ
α

Ｃ
一”
Ｃ
一一

一●
一
Ｃ
ｎ
」

一”
０
一Ｏ
Ｃ
￥
●
”
　
〓
何
０
”
」
Ｏ
Ｃ
ｏ
こ

０
●
〓
“
Ｃ
●
響
　
Ｃ
Ｃ
Ｃ
●
メ
〓
０
０

こ
●
“
Ｃ
●
一
Ｅ

●
”
‘
ｏ
α
　
“
●
５
〓
う
Ｏ
Ｃ
Ｏ
Ｅ

　
〓
コ
“
Ｃ
ぅ

●
Ｃ
●
」
●
い
０
」
Ｏ

Ｃ
Ｃ
一

●
Ｃ
ｅ
」
”
ぃ
　
Ｃ
匈
一
●
メ
”
こ
一Ｃ
ｏ
こ

Ｃ
●
Ｃ
●
メ
ｔ
Ｏ
ａ
　
Ｃ
●
。
一
〓
¨
ｃ
●
一
〓
∽
Ｃ
〓

●
”
●
一Ｃ

Ｏ
一
●
一

∽
●
０
０
」
０

一●
●
つ

』
５
一●
　
Ｃ
●
●
夕
●
Ｃ
ｏ
こ

＼

．要
色
』鮮

≧轟
鯛

螢
Ｅ

‘
“
コ

Ｅ^

●
魚
ご

』
‘



一∽
Ｃ

＞̈
０
」
」

Ｌ
】
ａ

、α
】
】

一Ｏ
Ｃ
一＞
０
」
」

」
〉
０

ご

Ｙ
〉

一∽
Ｃ
一＞
ｏ
」
０

Ｌ
】
０

」ヽ
】
Ｙ

一一
Ｃ
一ン
０
」
ヘ

こ
〉
０

、一
Ｙ
〉

‘
゛

曝
３
一
Ｃ
Ｏ
世

Ｃ
Ｄ

、
さ
い
Ｃ
一＞
ｏこ
」

」
〉
ａ

、こ
ｙ
〉

一一
Ｃ
一＞
０
」
Ｌ

こ
〉
０

一ヽ
】
〉

ヽ
‘
い
コ

●ヽ
“
∽
●
３

∽

０ヽ
∞
α
く

、２
●
こ
く

〓
り

０ヽ
一∽
●
＞ゝ
∽

、０
∞
」
く

、２
一
こ
く

巨
ヨ

●ヽ
”∽
●
３
∽

ヽ
０

∞

ヽ
く

、２

●
Ｌ
く

ヽ
ど
∽
コ

、●
響
∽
●
Ｄ，
∽

、０
“
」
く

Ｚヽ
“
」
く

ヽ
ど
∽
コ

、●
“
∽
“
ゝ
，
∽

０ヽ
一
Ｌ
く

、２
“
」
く

ヽ
‘
∽
コ

０ヽ
一
∽
●
＞
ン
∽

６ヽ
“
一
く

Ｚヽ
め
に
く

ト
ト
２

●
Ｅ

＞
０
」
」

ト
ト
２

一∽
‘

＞
０
」
こ

ト
ト
２

●
Ｉ

＞
ｏ
」
こ

ト
ト
２

●
‘

＞
０
」
こ

ト
ト
Ｚ

一い
Ｅ

＞
ｏ
」
こ

ト
ト
２

一∽
ｆ

＞
ｏ
」
こ

Ｅ
●
Ｃ
●
〓
〓
ｏ
」

¨
Ｃ
一一
Ｃ
」
●
Ｏ
Ｃ
Ｏ
」

Ｃ
●
一

Ｃ
“
‘
”
〓
ｔ
ｏ
こ

〓
５
一っ
＞
Ｃ
ｏ
」
ヽ
‘
０
∽
い
●
一〓
●
コ
〓
　
‘
●
一●
〓
∞
Ｃ
一Ｃ
●
こ

Ｃ

●
Ｃ

●
〓

〓

０
０

Ｃ

一
Ｃ

二
ｔ

●
α

３

●
５

一
●
ン

Ｏ

Ｃ

●
０

¨
Ｃ
ｔ

Ｏ
〓

Ｃ

Ｏ

Ｆ
」

、
Ｃ

●
●
Ｃ

一Ｏ
Ｅ

ｏ
こ

Ｃ
●
Ｃ
●
〓
ｔ
●
０

一い
Ｏ
Ｅ

Ｏ
」
α

Ｃ
●
０
　
一ぃ
ｏ
Ｃ
Ｌ
Ｌ
Ｏ
」
Ｃ
一
ｒ
Ｃ
Ｏ
”
い
一゙
　
Ｃ
●
“
Ｅ
●
Ｏ
Ｅ

●
”
ｃ
Ｏ
こ

Ｃ
●
こ
０
一０
”
Ｃ
０
〇

一
●
〓
一●
５
〓

Ｃ
●
〓
●
＞
●
一ｏ
〓

〓
コ
一
Ｅ
コ

一一
⊃
　
Ｃ
●
●
Ｃ
一Ｏ
Ｅ

ｏ
こ

｛●
Ｃ
一ｏ
∽
●
＞
●
０
」０
一

Ｃ
●
０
　
い
ｏ
〓
一０
コ
〓
」。
一
一
一●
Ｏ
ｏ
一”
一ぃｏ
”Ｃ
Ｏ
ｔ
ス
ピ
０
一

“
Ｃ
●
＞
‘
０
●
●
０
●
い
●
Ｏ
　
Ｃ
●
こ
●
一ｏ
”
●
●
０
　
こ
”
二
３
●
一０
こ

Ｃ

ｃ

ｃ

ｅ
〓
ｔ

０

〇

一
場

０
‘

夕
ぅ
０

０
」
Ｏ
　
Ｃ

●
Ｅ

Ｃ
“
０
」
０
〓

三

●
一

５

夕
Ｏ

Ｅ

　
Ｃ

●
ｏ
●
３

●
¨
‘
０
０
　
Ｃ

”
Ｐ
●
〓
¨
Ｃ
一
Ｃ
ｏ
こ

（ｏ
メ
‘
，
二
●卜
）
≫
一
ら
く
〓
く
ト

ヾ

す
〓

●
３
■
ド

〓

〓

Ｌ
く
工
く
い

（●
〓

Ｃ
●
二
●
い
）
〓

‘
く
工
く
い

（０
〓
Ｃ
５
二焉
”
｝
一
こ
く
〓
く
い

“要

Ｌ̈
』繋
ｏ
」】囃
等

●
ｅ
〓
Ｃ
一
Э
　
ｒ
卜
●
ヽ
“
０
」
」

ｏ
２



一一
Ｃ
一＞
０
」
ヽ

Ｃ
Ｖ
の

、
ヽ
Ｙ
】

一
一
Ｃ
一＞
０
」
一

」
】
０

一ヽ
〉
〉

一∽
Ｃ
一＞
０
」
」

」
ｙ
の

一
∽
Ｃ
一＞
０
」
」

」
ｙ
● ‘

い

こ
ぅ
い
Ｃ
Ｏ
世
Ｃ
⊃

ご
∽Ｃ
一＞
ｏ
」
」

Ｌ
〉
∩

、
こ
〉
ｖ

一ｏ
Ｃ
一＞
０
」
」

こ
〉
０

、ヽ

Ｙ
〉

ヽ
‘
∽
コ

●ヽ
“
ｏ
●
３
∽

ぬヽ
“
Ｌ
く

、２
●
こ
く

ヽ
ご
∽
コ

、●
“
∽
●
３
∽

、ぬ
∞
」
く

、２
め
に
く

ヽ
こ
い
一

、●
“
い
●
ゝ
＞
∽

０ヽ
“
α
く

２ヽ
●
こ
く

ヽ
ご
∽
コ

、●
“
り
０
ゝ
，
∽

０ヽ
∞
∝
く

、２
一
こ
く

Σ

ヨ

、●
響
ｏ
●
ゝ
ン
∽

０ヽ
“
」
く

、２
“
こ
く

Σ

ヨ

、“
一
∽
●
３
∽

０ヽ
一
こ
く

、２
“
」
く

ト
ト
２

一∽
‘

≧
ビ

こ

ト
ト

Ｚ

一∽
Ｅ
一＞
０
」
α

ヒ
Ｌ

一Ｆ
一＞
９
こ

ト
ト
２

一ｏ
ｆ

＞
ｐ
こ

ト
ト
２

一゙

Ｃ
一＞
ｏ
、
こ

ト
ト
Ｚ

一∽
〓
一＞
ｏ
」
こ

Ｃ
●
Ｃ
●
〓
〓
０
こ

一一０
●
〓
　
Ｃ
●
Ｃ
●
Ｅ

●
０
メ

ｃ
●
一

５
一
５
Ｅ

Ｃ
●
Ｅ

Ｅ

■

Ｅ

Ｏ
毬

●

ｃ
●
”
ｃ
●
Ｏ
Ｅ

●
∞
Ｃ
Ｏ
こ

∽
●
≧
６
０
，
」
〓
０
」

Ｃ
Ｃ
」
ω
Ｑ
　
一い
０
い
〓
Ｏ
ｒ
と
一
Ｑ
Ｏ

Ｃ
●
ｏ
　
Ｃ
●
夕
５
一
Ｃ
●
Ｏ
Ｅ

●
こ

コ
“
〓
“
３

“
●
α
Ｏ
一
Ｃ
Ｃ
ｏ

」
う
言
¨
、」
●
●
ｏ
０

２

●
ｏ
Ｏ
め

Ｃ
”
０
０
〓
”
Ｃ
Ｏ
押

〓
い
０
こ

こ
●
」
ｏ
Ｏ
”
一●
α
　
Ｃ
●
〓
５
】
“
一Ｏ
Ｅ

ヽ
●
¨
●

●
こ
●
ｏ
コ

●
〓
●
一０
こ

●
メ
　
一い
●
“

一雨
一い
０
∽

ト
ト
Ｚ

一い
Ｃ
一＞
０
」
」

Ｃ
Ｏ
」
一
“
」
Ｏ
α

一０
　
晏
ゝ
Ｃ
Ｃ
ｏ
一
●
Ｏ
Ｅ

Ｏ
Ｃ
●
α

Ｃ
●
０

“
Ｃ
●
」
●
〓
「
　
、
Ｃ
●
〓
〓
０
一ｏ
Ｏ
」
０
こ
一「

¨
Ｃ
●
ゝ

Ｃ
に
０
●
〓
“
Ｃ

”
Ｃ
０
０

コ
”
Ｃ
●
ｏ

伸
●
一“

Ｃ
Ｃ
一

０
●
〓
“
Ｃ
ｏ
一

“
●
一●
　
“
Ｃ
●
〕
Ｃ
●
夕
　
Ｃ
●
ヽ
●
“
●
」
０
〇
　
一∽
”
∽
〓
●
■

０
∽

ト
ト
Ｚ

一∽
Ｃ
一＞
ｏ
」
こ

Ｃ
ｏ
」
一０
」
０
」

一Ｏ

Ｃ
ｏ
α
Ｆ
ヽ
ご
　
Ｃ
ｏ
」
０
つ
０
ゝ
Ｃ
Ｏ
こ

こ
ｏ
一
一
Ｃ
“
〓
一　
Ｃ
●
０
●
メ
“
Ｃ
Ｏ
こ
０
〇
　
二
●
」
０
●
「

αヽ
●
黎
“
Ｃ
●
“

０
●
〓
¨
Ｃ
●
や
デ
●
一●
　
Ｃ
●
」
一
〇
０
＞
Ｃ
●
α

Ｃ
●
０

い
ｏ
デ
●
〕
一

Ｃ
●
●
夕
Ｏ
Ｅ

Ｏ
ａ

ｃ
●
０
　
一
切
●
Ｏ
ｔ
●
一
Ｃ
Ｏ
，
Ｃ
一

Ｃ
●
Ｃ
Ｃ
〓
一」
０
こ

“
●
■
・
‘
０
や
っ
●
一●
〓
　
●
ゝ
“
ヽ
Ｌ
ｏ
一
Ｅ

５
一
　
こ
●
●
一０
一ｏ
¨
Ｃ
●
こ

こ
“
“
卜
一Ｅ

ｃ
〓

“
Ｅ
』
●
す
¨
ｃ
●
ｃ
う
“
ｃ
●
ｏ
Ｅ
ｏ
こ

・
= C
i編
_Ct

:f

:::



:::ξ :3

26

署雲墨

Σ

ゴ ざ

く く

::::]」 ::::::::::

::i

:|:言

]],

“
υ

ｏ
メ
Ｃヽ
ｏ
一●
α
う
０
“〓

エ
コ
」コ
一０
∽

ト
ト
２

一０
●
＞
Ｃ
Ｃ
一●
一
」
●
Ｏ
ｏ
ぬ

ｏ
ど０
一Ｏ
Ｃ
●
０
一
５
●
一　
●
〓
ｏ
Ｅ
ｏ
こＣ
　
〓
一″∽
〓
Ｏ
Ｐ〓
０
」０
〓

一●
¨
●
０
」
０
一
　
０
●
０
●
〓
」０
一　
夕ｏ
メ
●
」
０
ゝ
い
Ｏ
Ｅ

Ｃ
●
０
一α
Ｏ
一
二
う
、
３
一ｏ
∽
　
Ｃ
●
Ｃ
Ｌ
●
‘
●
Ｅ

ｏ
α

Ｃ
●
´
●
夕
¨
Ｃ
一Ｃ
０
０
こ
０
「
　
Ｃ
●
一“
０
〓
ｏ
こ

（●
“
三
コ
ニ
●↑
一
＞
一
」
く
〓
く
↑

ヾ

す

く

=

“一ｏ
〓

●
●
〓
薔
卜
）
一一
α
Ｃ
〓
く
■

（●
メ

重
３
〓
●
卜
）
一
Ｌ
く
〓
く
一

一
Ｃ
ｏ
一
ｏ
」
５
０
ｏ
ま

ヽ
ｓ
●
稲

Ｅ

●
ｏ
ｏ
〓
〕

τ
“
〓
０
コ

●
Ｅ
●
ｕ
〓
●
一
●
一
　
　
　
　

●
●
●
●

一一
●
●
“
一
Ｃ
一　
　
　
　
　
卜
●
二
Ｅ

５
一

●
Ｅ

●
一
ヨ
　
，
一
●
」
”
０
」
」

０
ヽ
】

●
一ｏ
一ｏ
“
Ｃ
Ｏ
」

一
を

⊃

Ｃ
Ｏ
「

Ｃ
“
０

、い
Ｌ

、ヽ

こ
∽
コ

ご
一
コ

、」
】
０

０
〓



言:ξ :3 ::ξ :豊

:彗 :::::

ミ言

:E
E'
EE
豊馬

::
量【
出 E

11
[:]
● E.
螢ミ曹

l言 :

:::
こ _●  c
こ つ 0

Ｌ
Ｌ
Ｏ

】
≧
′

●
ｃ
ｏ
Ｎ

●
５
∽

０
●
●
Ｎ

一
３
●

ヽ
Ｃ
●
こ
コ
■
●
一ｏＬ
“〓
ｏ
Ｎ

す

ト

>

く
エ

≦



:

』
で

■
器

主

，
０

，

３

一３

●
‘
Ｏ
Ｎ
０
３
一

ヽ
コ
Ｊ

工
●
３

８

Ｅ

●
■

●

３

一３

●
こ
Ｏ
Ｎ

一
コ
い

ヽ
一，

Ｃ
●
一

Ｅ
お
竃

〓

“
認
ヨ

●
１

雨

一
コ
い
ヽ

８

８

■

・ｔ
ｏ
Ｌ

●
‘
Ｏ
Ｎ

ト
ト
Ｚ

Ｏ
っ
‘
“
●

ト
ト
２

一
５
‘
´
∩

ト
ト
Ｚ

Ｏ
っ
‘
‘
●

ト
ト
Ｚ

０
５
工
´
０

ト
ト
２

０
っ
‘
望
∩

●

２

」
】
ぬ

、卜
け
Ｚ

い
ｏ
」
ｙ
ｏ
」
ｏ
」

ｏ
●
Ｃ
一ぬ

ト
ト
Ｚ

」
】
０

ビ
ト
Ｚ

」
ｏ
」
〓
ｏ
」
０
」

И
“
Ｃ
一●

●
一
ｏ
●
３

∽

Ｏヽ
ｍ
こ
く

、Ｚ
“
Ｌ
く

●
υ
∽
●
３

∽

、口
“
一
く

、２
●
」
く

●
″
∽
０
ゝ
＞
∽

０ヽ
∞
」
く

、２
∞
Ｌ
く

ヽ
‘
∽
コ

、●
“
こ
く

、２
一
α
く

‘ヽ
∽
コ

Ｏヽ
υ∽
０
ゝ，
∽

、０
“
こ
く

２ヽ
め
Ｌ
く

，
ヨ

、●
一∽
●
３
∽

●ヽ
め
に
く

２ヽ
∞
」
く

”
一
一
●
３

∽

、口
“
ヽ
く

、２
●
」
く

ト
ト
２

一い
ｃ
一＞
ｏ
」
α

ト
ト
Ｚ

一∽
ｃ
一＞
０
」
α

ト
ト
２

一∽
三
一＞
ｏ
」
こ

ト
ト
２

一∽
‘

＞
ｐ
圧

ト
ト

Ｚ

一゙

ｆ

＞
ｐ

こ

ト
ト
２

●
Ｅ

＞
０
」
α

ト
ト
２

一∽
ｃ
一＞
０
」
」

Ｃ̈
●
Ｃ
●
‘
う
０
●
一ｏ
０
０
〓

Ｃ
●
Ｃ
●
卜
●
一Ｏ
α
　
Ｃ
●
Ｐ
●
メ
∞
Ｃ
一Ｃ
ｏ
こ

¨
Ｃ
●
一
コ
一
ｏ
一ｏ
α

●
Ｃ
●
Ｌ
●
゛
●
ヽ
α

Ｃ
●
ｏ

●
Ｃ
ｏ
」
●
ｏ
　
一い
●
“
一輌
〓
ン
ｏ
こ

（
Ｃ

●
一

５

０

●
一
●
０
　
¨
Ｃ
●
ヽ
Ｃ

●

Ｃ
ｏ
Ｌ

゛
●
〓

〓
∽
０
一

Ｃ

●
０

〓
０
メ
０

０

ｏ
●
〓

一一
〇
０
」

Ｃ

●
Ｐ
Ｃ
〓
∞
Ｃ

一
Ｃ
Ｏ
こ

Ｃ
●
０

一
Ｃ
●
Ｃ
●
工
つ
０

●
一ｏ
。
ｏ
メ

Ｃ
●
一
●
一“
●
〓
　
Ｃ
Ｏ
い
“
３

“
“
Ｃ
Ｏ
α

Ｃ

●
Ｃ
Ｃ
●
∽
〓
●
一〇
Ｏ

Ｃ
●
Ｏ
　
Ｃ
●
〓
●
一
Ｃ
Ｏ
“
●
●
ａ

、Ｃ
●
●
Ｃ
一一
ｃ
Ｃ
０
〇
一
Ｃ
“
ｏ

Ｃ
●
」
「
“
ｏ
　
こ
●
Ｃ
コ
い
う
、
Ｃ
Ｏ
」

．Ｃ
●
Ｌ
●
卜
●
一Ｏ
α
一　
Ｃ
●
Ｃ
●
Ｅ

●
０
ま

Ｃ
●
一
　
Ｃ
●
夕
″
ｒ
』
●
一０
い
０
こ
　
‘
●
夕
●
〓
¨
Ｃ
一Ｃ
Ｏ
」

０ヽ
一
●
∽
一≧
′

一∽
“
●
３
い
●
一

●
だ
０
め

〓
ｔ
●
“

●
ゝ
０
「
　
Ｃ
Ｏ
一
０
メ
¨
‘
一Ｃ
●
Ｏ

Ｃ
●
一

一ｏ
Ｏ
Ｅ

ｏ
」
こ

¨
Ｃ
●
●
“
●
И
ヽ
５
ｔ

“
」
０
メ

Ｏ
Ｃ
“
」
●
∽
”
Ｌ
ａ

Ｃ
●
ｏ

ｏ
Ｃ
●
」
０
め
　
Ｃ
●
ゼ
”
〓
“
Ｃ
一
●
０
」

せ
．Ｈ

＼

一
〓
一
●
５
二
●
卜
〕
ン
一
ヽ
く
工
く
い

守

一Ｕ
〓

Ｃ
〓
‘
●
卜
一
〓
一
Ｌ
く
〓
く
ト

綺

（
●
〓

Ｃ
ヨ
ｒ
●
卜
）
一一
Ｌ
く
〓
く
■

（ｏ
〓

ｅ
〓
〓
●
い
一
一
●
く
工
く
ト

●

N

．蓑

ら̈
」繁
∽
壷員
夢

▼

“
〓
●
コ

●
Ｅ

Ｏ
一
Ｄ
　
Ｅ

●
』

Ｏ
Ｌ
ら

2



』蟹L

0

∽理き蓋

督よビg彗
壁壺Σ

曽三::

ゴざ俣

塁塁舅墨

】曇
3,
曽
=箕I

:1
主 聖

11

:::

::  |::i

c⊆  
“

:::::

一０
●
５
Ｌ
●
い
Ｌ
Ｏ
Ｙ
　
●
●
■
理
Ｓ
硼
】
　
ε
“
“
Ｃ
凛

ｇ
●
Ｅ

ｏ
」

●
ｃ
“
●
Ｃ
●
“

0

:[
_Ct

:f

:::

＼



こ S
09

一い
Ｃ
一＞
０
」
こ

」
Ｙ
０

一∽
Ｌ
一＞
ｏ
」
こ

」
】
０

Σ

ヨ

０ヽ
一
一
●
Ｄ＞
∽

●ヽ

め
」
く

、Ｚ

め
Ｌ
く

ヽ
‘
い
コ

０ヽ
一
∽
●
３
∽

ａヽ
ｍ
Ｌ
く

、２
∞
」
く

ヽ
‘
∽
コ

、０
一い
０
ン＞
∽

、ａ
“
Ｌ
く

、２
“
」
く

」
０
一く

ど
Ｅ
“
０
一」

、●
〓
メ
あ

ト
ト
Ｚ
，
Ｏ
ｏ

●
一ｏ
Ｖ
０ヽ
●
〉
Ｎ
Ｎ

ト
ト
Ｚ

一∽
‘

＞
ｏ
」
」

Ｃ
●
Ｅ
●
一
５
‘
Ｏ
Ｖ

Ｃ
“
０

。
ぅ
０
一
エ

Ｃ
●
”
Ｃ
●
〓
い
●
一コ
　
Ｃ
Ｃ
ｔ
ｏ
押
Ｃ
●
Ｅ

Ｏ
Ｖ

工
ｏ
一ｏ

“
一
ｏ
一ｏ
メ
一一

∞
Ｃ
●
メ

Ｃ
Ｏ
上
０
」
ｏ
Ｑ

一〇
　
３
●
＞
」
０
ぃ
Ｌ
Ｏ
〓

Ｃ
●
一
●
３

●
ｙ

●
一
」
０
り

４
●
」
０
●
Ｏ

Ｃ
●
０

一●
Ｃ
〇
一め
●
Ｃ
　
Ｃ
Ｏ
」
一●
』
Ｏ
α

一い
●
ゝ
Ｅ
Ｏ
∽
Ｃ
Ｏ
メ
　
Ｃ
Ｃ
一
“
≧
話
〓

Ｃ
●
０

一一〇
０
〓

ぅ
０
一５
０

‐
コ
●
一，
ａ

Ｃ
●
０

」
一ｏ
一ぃ
ｏ
」

一●
０
＞
ヽ
０
∽
Ｃ
Ｏ
メ
　
Ｃ
●
一
●
〓

。
メ

Ｃ
●
“
Ｃ
●
Ｏ
Ｅ

●
”
Ｃ
Ｏ
」

ｃ
●
Ｏ
　
Ｃ
●
●
一ｏ
一ｏ
∞
Ｃ
ｏ
こ

Ｃ
●
‘
“
夕●
工
Ｏ
ｙ
Ｃ
”
も

０
う
０
一〓
　
Ｃ
●
”
Ｃ
う
メ
¨
〓
一コ
　
Ｃ
●
ｔ
●
“〓
●
Ｅ
●
ｙ
二
●
一〇

●
一ｏ
一ｏ
〓
一０
“
Ｃ
”
＞
Ｌ
ｏ
」
一●
」
ｏ
Ｏ
一０
　
一∽
“
＞
」０
い
Ｃ
Ｏ
〓

ｃ
●
ｏ
●
〓
●
メ
●
一」ｏ
り
‘
”
」ｏ
●
一
Ｃ
●
０
一●
Ｃ
ｏ
一一
●
Ｃ

Ｃ
●
た
ｏ
」
０
こ
　
一一
●
＞
」０
∽ｒ
Ｏ
一
　
Ｃ
●
ぃ●
２７●
〓
Ｃ
Ｏ
「
一一●
●
〓

ぅ
ｏ
一３
α
，ぅ
。
一ｏ
」
Ｃ
●
０
」
一゙
一ぃ
Ｏ
α
　
一゙
●
と
０
一
Ｅ
Ｏ
〓

ｃ
Ｏ
い
●
３
●
〓
　
ｃ
●
０
“
●
Ｏ
Ｅ
●
一●
〓
　
一崎
ｏ
∽
一‘
Ｏ
ｒ
ヒ
“
エ

Ｃ
●
Ｃ
Ｃ
一
５
‘
Ｏ
Ｖ

Ｃ
●
つ

０
コ
０
一
エ

Ｃ
●
∞
Ｃ
５
〓
ｍ
Ｃ
一コ
　
ｃ
●
■

●
Ｐ
Ｃ
●
Ｅ

Ｏ
〉

‘
０
一
ｏ

●
一
ｏ
一ｏ
メ
一一

一
Ｃ
●
メ
　
Ｃ
Ｏ
」
一“
」
０
〇

一
０
　
一い
●
＞
」
ｏ
一
Ｃ
ｏ
メ
　
Ｃ
“
∽
●
３

●
〓

●
´
」
０
い
　
こ
“
」
０
●
Ｏ

Ｃ
●
一

一
ｏ
こ
ｏ
一∽
●
Ｃ
　
ｒ
Ｃ
」
一０
」
Ｏ
α

一い
０
”
Ｌ
Ｏ
ぃ
Ｃ
Ｏ
メ
　
Ｃ
●
∽
Ｏ
Ｅ

Ｏ
〓

ｃ
Ｏ
つ

一一り
ｏ
〓
　
３
●
一ぅ
。

‐
コ
“
一５
α
一
Ｃ
●
０

」
一
∽
一い
０
こ
　
一∽
●
＞
」
０
い
ε
Ｏ
メ

Ｃ
●
∽
●
３

●
メ

Ｃ
●
●
一ｏ
一。
¨
Ｃ
。
Ｑ
　
一∽
●
●

一“
＞
。

Ｃ
●
０
　
“
Ｃ
ｔ
Ｏ
〓

Ｃ
Ｏ
Ｅ

Ｃ
●
Ｃ
●
υ
●
〓
０
】

‘
”
一

０
ぅ
０
一工
　
Ｃ
Ｃ
“
Ｃ
コ
〓
ぃ
Ｃ
一コ
　
Ｃ
●
■
０
】
〓
Ｏ
Ｅ

Ｏ
Ｙ

二
０
一ｏ

●
一ｏ
一０
〓
一０

“
Ｃ
●
＞

ｇ
ｏ
」
一０
」
Ｏ
α

一つ
　
一め
“
≧

ｏ
∽
Ｌ
Ｏ
こ

ｃ
●
∽
●
夕

●
メ

“
一
」
０
∽

‘
●
Ｌ
ｏ
“
Ｏ

Ｃ
●
０

一●
Ｃ
〇
一ぃ
ｏ
Ｃ

Ｃ
徊
と
０
」
ｏ
。
　
一０
●
＞
」
Φ
い
Ｃ
Ｏ
メ
　
Ｃ
●
●
●
を

●́
メ

こ
０
「

一一ｏ
ω
〓

５
”
一コ
。
‐ぅ
。
一ぅ
。
Ｃ
●
０
」
一“
∽
●
０

一ぃ
０
こ
０
ぃ
ｃ
ｏ
〓

ｃ
●
い
０
３
●
〓
“
‘
」ｏ
な
一
ｃ
●
“
こ
●
Ｏ
Ｅ
●
“
ｃ
ｏ
に

Ｈ
．Ｎ

＼

（ｏ
〓

〓
コ
ニ
●
卜
）
＞
】
」
く
〓
く
ト

ヾ

（●
〓

Ｃ
コ
エ
●
卜
一
〓
一
一
く
〓
く
■

■

●.
く

=

“

●

遍
ト

く

=
≦

一Ｃ
Ｏ
一
●
α
５
０
●
】

ヽ
〓
●
稲

Ｅ

●
ｏ
●
】
）

一一
●
〓
ｏ
一

“
●
●
●
〓
Ｃ
一
０
●
　
　
　
　
　
●
●
●
●

一゙

〓
“
一
Ｏ
Ｃ
一
　
　
　
　
』
０
二
Ｅ

３
一

●
Ｅ

●
一
Ｏ
　
Ｆ
〓
Ｐ
品
〕０
」
」

ｏ
２



，
Ｃ
一、
０
」
ａ

」
Ｙ
０

の

エ
コ
“

ご

ｙ
●

覇
Ｃ
一＞
０
」
ａ

Ｃ
】
０

一゙
Ｃ
一＞
０
」
こ

こ
】
ａ

葛
ｃ
５
ｏ
」
こ

こ
Ｙ
（

ヽ
‘
∽
コ

、０
一
一
●
≫，
∽

口ヽ

“
Ｌ
く

、２

“
一
く

ヽ
こ
∽
コ

０ヽ
一∽
●
，，
∽

０ヽ
め
ら
く

、２
一
へ
く

Σ

望

、●
押
∽
●
＞
＞
一

●ヽ
め
」
く

、２

∞
Ｌ
＜

ヽ
‘
∽
コ

０ヽ
一∽
●
〓
∽

、０
め
」
く

２ヽ
●
」
く

ヽ
‘
∽
コ

●ヽ
一
∽
●
ゝ
≫
∽

ヽ
の

“
Ｌ
く

、２

∞
Ｌ
く

ト
ト

Ｚ

一∽
Ｃ
】＞
ｏ
」
と

ト
ト
Ｚ
，
０
∽

●
”
ｏ
〉
ヽ
０
“
〉

Ｎ
Ｎ

コ
一●
め

〓
●
つ

ｏ
一
●
一
Ｅ

ｏ
コ

、０
「
ε
Ш

、“
０
」
●
め

一●
」
●
¨
“
〓
●
Σ

、０
こ
Ｃ
一●
‘ヽ

、
工
０
ぃ
Ｃ
●
ト

●
０
こ
⊆
●
∽

ぅ
一０
∞

Ｃ
●
一

●
一
●
一
Ｅ

ｏ
Ｊ

、●
Ｏ
Ｃ
］

↑ヽ
０
」
●
饉

一“
」
●
”
¨
Ｃ
●
芝

、●
〓
●
一●
ヽ
‘

‘ヽ
●
∞
Ｌ
Ｏ
ト

●
一
Ｅ

ぅ
い

、●
メ
タ
一∽

、Ｆ

・
〓
一
０
一」

０
●
】

崎

Ｃ
●
“
●
“
５
〓
Ｏ
Ｖ

Ｃ
Ｃ
Ｏ

。
っ
０
一〓

Ｃ
●
¨
‘
●
〓
“
Ｃ
一コ
　
Ｃ
●
〓
ｏ
一
Ｃ
●
Ｅ

●
〉

‘
０
一ｏ

“
一
ｏ
一０
メ
一も

”
Ｃ
●
メ

Ｃ
●
と
“
」
Ｏ
α

一０
　
一∽
●
＞
」
０
ぃ
●
０
〓

Ｃ
●
∽
“
３

●
〓

●
“
」
●
”
　
‘
●
」
Ｏ
Ｃ
Ｏ

Ｃ
●
０

一●
Ｃ
ｏ
一い
●
Ｃ
　
Ｃ
Ｏ
」
一０
」
●
こ

一∽
●
≧

０
∽
ｃ
Ｏ
メ
　
ｃ
ｃ
∽
●
≧
電
車

ｃ
●
「

一一０
●
〓

５
●
一ヨ
α

‐
●
●
一ぅ
。

こ
●
一

』
一∽
一〇
０
」
　
一い
０
＞
」
０
∽
Ｃ
Ｏ
夕
　
Ｃ
●
一
●
３

●
〓

Ｃ
●
●
一ｏ
一●
“
Ｃ
●
。
　
Ｃ
●
０
』
一
字
ヒ
●
〓
　
Ｃ
ぅ
∞
Ｅ
●
Ｏ
Ｅ

ｏ
Σ

一゙
●
＞
」
０
一
Ｃ
Ｏ
夕
　
Ｃ
●
∽
ｏ
〓
●
〓

」
０
コ
一

５

（
ｏ
ン
ｏ
」
“
ｃ
ｏ
Ｅ

ｃ
“
０

一
ｃ
●
」
ｏ
〓

ぅ
Ｏ
Ｅ

。
」
。
し

」
一ぃ
一一
Ｏ
α
　
Ｅ

Ｏ
″
∽
▼
０
メ
一
　
一ぃ
０
〓
〓
０
●
‘
ω
“

こ
０
」０
●
Ｏ
Ｃ
ｏ
」
一●
Ｌ
●
０
　
一∽
●
ン
」０
∽
●
０
こ
Ｃ
●
∽
ｏ
セ
庵
〓

Ｃ
●
０
一一〇
０
メ
　
ぅ
０
一っ
０
‐，
●
一”
Ｏ
Ｃ
●
０
」
一ｏ一一
０
こ

一∽
“
＞Ｌ
ｏ
い
こ
ｏ
メ
　
Ｃ
●
ｏ
●
２
７●
こ
　
こ
●
¨
Ｃ
●
つ
●
●
Ｃ
ｏ
Ｌ

‘
●
」
ｏ
ｏ
「
一　
Ｃ
●
■
ｏ
」
ｏ
。
　
一゙
●
こ

０
一
Ｅ
Ｏ
〓

ｃ
●
あ
“
３

●
ｙ

ｃ
●
一

一一Ｏ
ｏ
メ
　
３
●
一５
ュ
‐
●
●
一ぅ
０

‘
●
一

」
一崎
一∽
Ｏ
α
　
一い
０
，
』
Ｏ
ｏ
Ｃ
。
〓
　
Ｃ
●
ぃ
●
３

●
〓
　
ｃ
●
Ｏ
Ｃ
一
。
Ｃ
Ｏ
ａ

α
ぅ
０
一
工
　
Ｃ
●
“
Ｅ
ョ
〓
ｍ
Ｃ
一コ
　
Ｅ
●
ｔ
●
“
〓
●
Ｃ
』
０
】

二
０
一ｏ

●
一０
一ｏ
ま
一一
　
”
Ｃ
●
、
　
こ
●
」
一０
」
０
こ
　
一「
　
一゙
●
≧

ｏ
一
こ
０
ま

ｃ
●
∽
●
〓

０
メ
　
●
一
』
ｏ
一
　
‘
０
」
ｏ
●
「
　
Ｃ
●
０
　
一ｏ
こ
ｏ
一゙
●
Ｃ

Ｃ
●
■
●
」
ｏ
Ｌ
　
一６
●
＞
」
Ｏ
ｏ
●
０
メ
　
Ｃ
●
り
●
≧
´
●
メ

Ｃ
●
「

〓
ｏ
●
〓

ぅ
０
一ぅ
。
‐
５
●
一
コ
Ｏ

Ｃ
●
０

」
一ｏ
一り
ｏ
Ｏ
　
一゙
●
と

０
い
ｃ
ｏ
〓

ｃ
●
И
●
３

●
〓

一一
　
】
●
〓
●
」
●
、
ぃ
０
ヽ
‘
　
Ｃ
●
●
ゝ
●
０
」
０
０
Ｅ

Ｏ
」

（ｏ
メ

〓
〓
〓
“
Ｆ
〕
”
“
Ｌ
く
〓
く
ト

ぐ

｛●
〓

Ｃ
３
〓
●
卜
〕
一〓

」
く
〓
く
”

●

（
ｏ
こ

こ
５
二
●
卜
）
〓

Ｌ
Ｃ
〓
く
Ｆ

ヾ

（●
〓

菫
５
〓
●
卜
）
”
こ
く
〓
く
い

．要

。̈
」繋
∽
一彙雌
警

●
Ｅ

ｃ
“
０
　
●
卜
●
』
ぃ
０
」
一

2



一い
０
一＞
０
」
０

」
】
０

●
Ｃ
一＞
ｏ
Ｌ
０

」
】
０

τ
Ｃ
一＞
０
」
０

」
Ｖ
０

一●
Ｃ
一＞
ｏ
」
」

」
】
０

ヽ
‘
∽
コ

●ヽ
“
ｏ
●
，
，
∽

●ヽ
０
」
く

、２
“
」
く

ヽ
‘
∽
コ

●ヽ
一
∽
●
ゝ
，
∽

０ヽ
“
Ｌ
く

、２
“
」
く

ヽ
ど
い
コ

、
●
一
い
●
３

一

０ヽ
０
」
く

２ヽ

∞
」
く

一２
い
コ

、２
ｍ
ａ
く

、
０
●
」
く

ト
ト
Ｚ

一゙
ｃ
一＞
ｏ
」
こ

ト
ト
２

●
Ｅ

＞
０
」
こ

３
一●
“

Ｃ
●
一

●
一
●
Ｏ
Ｆ
ホ
鰤

、
●
一
Ｃ
〕

押ヽ
ｏ
」
●
“

一●
Ｌ
●
∞
“
Ｃ
●
Σ

●ヽ
〓
●
一●
く
‘

工ヽ
０
¨
Ｃ
●
ト

●
一
Ｅ

Ｄ
∽

、●
メ
〓
一∽

、ダ
〓
檸
ｏ
一」

０

」
Ｖ
〉

ご
０
一
Ｃ
●
」

“
●
一ｏ
い

０
」
Ｙ
】

ト
ト
２

一一
Ｃ
一＞
ｐ
』
」

Ｃ
●
Ｃ
●
″●
工
０
〉
Ｃ
●
０

い
●
ｅ
Ｃ
」
。
〓

●

Ｃ
●
■

●
‘
●
ｏ
Ｃ
●
。

●
υ
●
Ｅ

　
Ｃ
●
“
ε
●
Ｏ
Ｅ

●
”
Ｃ
Ｏ
ａ

Ｅ

●
一●
一
　
ｃ
●
“
ｃ
一Ｏ
Ｅ

●
Ｏ
Ｃ
ｏ
ａ

ｃ
●
Ｏ
　
ｃ
●
一
一
一
ｏ
一０
こ

”
●
ｙ
Ｏ
」
Ｃ
＞
０
●
Ｅ

Ｃ
●
∽
一０
●
一

一
●
ｍ
Ｏ
ｏ
」
ｏ
つ

０
メ
　
ニ
●
こ
●
“
５
‘
●
Ｖ

Ｃ
●
０

こ
う
０
一
〓
　
Ｃ

●
“
Ｃ
５
〓
”
‘
一コ
　
‘
●
■
０
一
Ｃ
ｏ
Ｅ

。
〉

二
０
一０

●
一０
一ｏ
メ
一０

“
Ｃ
●
´

Ｃ
ｏ
」
一６
」
Ｏ
ａ

一０

一ｏ
●
ン
ふ
ぁ

Ｃ
ｏ
〓
　
ｃ
●
∽
●
≧
″“
メ

“
ゼ
一ｏ
一

〓
０
」
０
●
一

Ｃ
●
０

一
●
Ｃ
Ｏ
一∽
”
Ｃ
　
Ｃ
●
』
一０
」
Ｏ
α
　
一一
“
≧

０
一
ｃ
Ｏ
メ

Ｃ
Ｏ
あ
●
，
ｐ
●
メ

Ｃ
●
０

一一９
０
〓
　
ぅ
ｏ
一５
α
‐
５
●
一
コ
α

‘
●
０

」
一∽
一∽
ｏ
。
　
一め
に
≧

ｏ
一
ｃ
Ｏ
〓
　
ｃ
“
ｏ
●
３

●
夕
　
一∽
ｃ
一
〓
”
一い
０
一

Ｃ
●
Ｃ
●
“
３
〓
０
】

Ｃ
Ｃ
う

０
ぅ
０
一
工
　
Ｃ
Ｃ
”
Ｃ
ヨ
〓
い
Ｃ
一コ
　
Ｌ
。
て
。
一
Ｃ
Ｏ
Ｅ

ω
Ｙ

こ
０
一。

●
一０
一ｏ
ま
一０

“
‘
“
＞

Ｃ
●
」
一雨
」
Ｏ
ａ

一０
　
一゙
“
≧

０
∽
〓
０
〓

ｃ
●
ｏ
●
夕

●
メ

●
〓
ｏ
一

二
０
」
ｏ
●
Ｏ

Ｃ
“
「

一●
Ｃ
ｏ
覇
ω
‘

Ｃ
●
〓
●
」
ｏ
。

一〇
０
＞
」
０
一
‘
０
〓

Ｃ
●
６
●
≧
´
●
〓

Ｃ
Ｏ
「

一一●
●
〓

ぅ
０
一ョ
。
‐
●
Ｇ
一う
Ｏ

Ｃ
●
０

」
】ぃ
一〇
〇
０
　
一０
●
＞
」
ｏ
ｎ
ｇ
Ｏ
〓

ｃ
●
∽
●
３

●
〓

一
●
“
●
０

●
０
こ
●
”

Ｃ
●
●
響
●
‘
０
こ

笏
●
ン
」
０
∽
●
ｏ
】

Ｃ
●
ｏ
●
、

●́
）

０
一ｏ
一ｏ
∞
Ｃ
ｏ
こ

Σ

（
∽

Ｃ
●
“
¨
●
Ｏ
Ｃ
Ｃ
●
一●
】
　
り
０
こ
一
●
こ
●
】
　
Ｃ
●
“
●
●
¨
●
●
」

一ぃ
ｏ
〓
〓
つ
ｏ
こ
ｏ
Ｌ

Ｃ
●
一

一い
０
＞
」
０
い
Ｃ
Ｏ
〓

“
Ｃ
●
一
ｒ
Ｏ
一

一い
０
一コ
“
●
』

７
●
“
一●
葛
ｏ
め

＼

（●
〓

●
コ
〓
●
卜
）
＞
一
」
く
〓
く
”

ヾ

（ｏ
ま
Ｃ
コ
‘
●↑
一
一〓
Ｌ
く
〓
く
ト

（ｏ
こ
Ｃ
●
こ
●↑
｝
〓
Ｌ
Ｃ
〓
く
ト

（●
〓
Ｃ
●
〓
“
”
｝
一
一
Ｃ
〓
く
↑

●

“要

、̈
」繋
ｏ
一攀
響

■
Ｅ

●
“
Ｄ

一Ｆ
一●
』
“
０
」
ヽ

０
２



ゝ
●
ｃ

■

場
Ｃ
一ゝ

０
」
こ

」
）
０

ト
ト
Ｚ

ゞ

０
」
」

０
っ
‘
∽
一〇

ト
ト
Ｚ

＞
０
」
α

Ｏ
コ
‘
ｒ
●

ト
ト
２

．ゝ

０
」
」

０
っ
‘
“
●

ト
ト
Ｚ

５

０
」
」

０
コ
‘
‘
０

ト
ト
Ｚ

５

０
こ

●
コ
‘
摯
０

ト
ト
２

．＞
０
」
」

０
３
‘
と
０

ト
ト
Ｚ

５

０
」
α

Ｏ
ぅ
‘
僣
０

●

∞

α
＜

●
“
」
＜

２ヽ

一
こ
く

ａ

●
こ
く

、
２

一
α
く

一，
あ
コ

２ヽ
●
こ
く

、
●
０
こ
く

５
〓
コ

、２
∞
」
く

、
０
一
∝
く

一２
Й
コ

、２
●
こ
く

、
０
●
こ
く

一２

∽
コ

、２
め
Ｌ
く

ぃ
０
一
こ
く

２
●
こ
く

、●
∞
α
く

ト
ト

Ｚ

一い
ｃ
一＞
０
」
こ

ト
ト
Ｚ

一∽
Ｅ
一＞
０
」
」

ト
ト
２

一゙
Ｅ

＞
ｐ
圧

ト
ト

Ｚ

一゙

ε
一＞
ｏ
」
」

ト
ト
Ｚ

一∽
Ｅ

＞
ｐ
圧

ト
ト
２

●
Ｅ

＞
０
」
α

ト
ト
２

●
Ｅ

≧
ビ

」

ト
ト
２

一ｏ
‘

＞
ｐ
こ

Ｃ
●
Ｃ
●
一
●
‘
Ｏ
Ｖ

Ｃ
●
Ｏ
Ｌ
●
コ
エ
‘
●
”
ｃ
う
こ
ご
コ

ｃ
“
一ｂ
だ
Ｏ
Ｅ
●
Ｙ

二
ｏ
一ｏ
Ｃ
〓
夕
０
メ
一０
¨
Ｃ
“
ゝ
〓
●
と
０
」０
こ
一一

一ぃ
０、こ
Φ
∽
Ｃ
Ｏ
メ
．●
●
ぃ
“
３
●
〓
●
）
用
ぶ
‘
ｏ
」０
●
一
Ｃ
●
一

一●
Ｃ
Ｏ
一い
Ｏ
Ｃ
　
Ｃ
Ｏ
」一●
」０
」
　
「
●
＞
」０
いＣ
Ｏ
〓　
Ｃ
“
ぃ
ｏ
３
●
〓

Ｃ
Ｏ
「
一一〇
０
メ
　
ぅ
０
一ョ
ａ
‐３
●
一ヨ
ａ
ｃ
“
０
」
一ぃ一い
０
こ

一い
０
ゝ
ι
Ｏ
崎
Ｃ
Ｏ
メ
　
Ｃ
●
い
０
３

●
ど
　
こ
０
●
一ｏ
一０
一
Ｃ
ｏ
α

Ｃ
●
つ

“
Ｃ
ｔ
ｏ
〓
Ｃ
ｏ
Ｆ
』
∽
一Ｌ
〓
●
一
　
Ｃ
●
∞
Ｃ
一Ｏ
Ｃ
〓
“

Ｃ̈
Ｏ
」
０
ゝ
●
一〇
０

」
ョ
一Ｏ

Ｅ

ｏ
一
ぃ
一一
　
Ｃ
●
。
０
一
Ｏ
Ｃ
Ｏ
こ

・
●
ゝ
Ｃ

Ｃ

●
ｍ
Ｃ

一
Ｐ
ｃ

ｃ

ａ
Ｏ
夕

Ｃ

●
“
Ｃ
。
一

一
０
ゎ
い
０
６

一
●
０
●
メ

‘

５
０
●
一　
工

●
」
ｏ

●
Ｏ
　
Ｃ
●
。
Ｃ
一
ｏ
Ｃ
Ｏ
こ

（
Ｅ

Ｏ
」
“
卜
●
一
〇
０

」
５
一
●

Ｃ

●
〓
●
Ｏ

Ｃ

ｏ
”
Ｃ

●
Ｏ

Ｃ

●
■
　
Ｃ

●
ｏ
一
３

●
“
ｃ
●
Ｏ

Ｅ

Ｃ
一
●
一

”
●
夕
ｏ
」
ｏ
メ
ぃ
ｏ
Ｅ

●
Ｐ
」
０
い

Ｌ

Ｏ
」
０
０
　
Ｃ

Ｏ
一
０
〓
“
Ｃ

一
Ｃ
ｏ
こ

Ｃヽ
●
」
０
ゝ
●
一Ｏ
Ｌ

Ｃ
●
Ｃ
●
Ｃ
Ｓ
●
＞
Ｃ
●
〓

Ｃ
●
０
　
、Ｃ
●
Ｃ
●
Ｅ

●
ｏ
〓

、Ｃ
●
“
●
Ｃ
〓
“
一０
い
０
壌
　
Ｃ
●
Ｃ
一０
一０
ぃ
Ｃ
Ｏ
ａ
　
ｃ
●
“
●
〓
“
Ｃ
一‘
０
」

ヽ
Ｃ
●
」
●
ゝ
Ｃ
一Ｏ
α

コ
Ｏ
Ｅ

●
、

ｃ
●
一

ｏ
●
Ｊ
●
０

●
一
Ｃ
●
Ｐ
　
Ｃ
●
”
Ｃ
●
ｏ
●
Ｅ

Ｏ
」

Ｃ
”
」
●
ゝ
●
一〇
０

●
０
●
Ｆ
〓

●

ｃ
Ｏ
「
・
ｒ
●
」
０
卜
に
一の
。

」
ｏ
一
”
『　
Ｃ
●
“
Ｃ
●
Ｏ
Ｅ

ｏ
”
ｃ
ｏ
」

ε
●」Ｃ
ゝ
●
一●
０
」う
一６
●
一０〓」０
０
　５
●一●ヽ
Ｃ
“一

Ｃ
〓
ョ
Ｌ
　
Ｃ
●
０
」
０
工
〓
ｏ
Ｅ

ｏ
Ｌ
　
ｃ
ｏ
一
６
〓
”
Ｃ
一Ｃ
Ｏ
Ｌ

＼

●
こ
〓
〓
β
一
≧

Ｌ
く
工
く
ト

一「
〓
■
一
Ｌ
●

，
ヽ
　
Ｅ
●
●
●
３

●
】
　
〓
●
一
０
●
一
Ｃ
●
Ｅ

ｏ
Ｌ
　
●
Ｃ
●
ｏ
ｃ
●
ｃ

せ

一ｏ
〓

Ｃ
５
〓
”
↑
｝
〓
一
一
く
工
く
い

“

（●
〓
〓
，
こ
Ｃ卜
）
〓
●
く
工
く
い

守

（●
〓
●
５
〓
“
卜
）
中
α
Ｃ
〓
く
ト

●

．要

こ̈
』蟹
∽
」摯藁
暮

●
Ｅ

●
〓
コ
　
Ｆ
ヽ
“
』
”
０
」
」

0
2



一
ぼ
⊃
Σ
Ｆ

一ｃ
ａ
●
〓
工
●
Ｏ
Ｃ
と
一
“●
０
一〓
●

∽
ω
一ぃ
Ｏ
Ｌ
∽
０
、
いヽ
０
ヽ
ヽ
ヽ
●
“』ｏ
　゙
ｇ
Ｏ
」●
Ｅ
ｏ
ｏ
ｃ
０
０

メ
”
α
Ｅ
●
Ｏ
　
ｃ
●
〓
ｃ
Ｏ
Ｃ
ｏ
∞
Ｃ
ｏ
。
Ｅ
●
一
　
一●
●
ぃ〓
ｏ
一∽
０
∽

（●
〓

Ｃ
ヨ
〓
”
卜
）
＞
一
ａ
く
工
く
ト

崎

●

“

N

（０
〓

●
５
〓
●
卜
）
一〓
Ｌ
く
工
く
ト

崎

●

m

"

｛ｏ
こ

Ｃ
●
‘
●
卜
｝
〓
Ｌ
く
工
く
ト

ヾ

“

～

（●
〓

Ｃ
コ
〓
“
卜
）
一
Ｌ
く
〓
く
い

曖

●

"

●

”
〓
“
一
〓
●
一
●
Ｌ

●̈
Ｃ
●
一
ぃ
Ｃ
一

ト
ト
Ｚ

．＞
０
」
」

」
Ｙ
６

ト
ト
Ｚ

．＞
ｏ
」
α

Ｏ
コ
エ
望

∩

:』

Σ

0」
●_2
く
巴
く

（Ｃ
●
“●
ａ
５
０
ｍ
〓

ヽ
ｃ
●
協

Ｅ

●
ｏ
ｏ
ｘ
）

一●
●
〓
０
コ

ト
ト
Ｚ
　
一゙

Ｃ
一＞
。
」
」

●
Ｅ
Ｅ
Ｄ

Ｅ
里
“
ｏ
」０

０
２

＼


